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1. Konsonan 

No Arab Latin 

 

No Arab Latin 

 ṭ ط Tidak dilambangkan 16 ا 1

 Ż ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 G غ ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق ḍ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م ẓ 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 س 11

 H ه S 27 س 12

 ' ء Sy 28 ش 13

 Y ي ṣ 29 ص 14

    ḍ ض 15

 

2. Vokal pendek    3. Vokal panjang 

 
 
ب   a = أ

 
ت
 
ا   kataba ك

 
ال   ā = ئ

 
  qāla ك

ل   i = إ   ي     su'ila سُئ  ل   ī = ئ  ي   qīla ك 

 
ُ
بُ  u = أ ه 

 
ذ    yaẓhabu ي 

ُ
و  ئ  = ū  ُل و 

ُ
ل  yaqūlu ي 

4.  Diftong 

ي  
 
  ai = ا

 
ف ي 

 
 kaifa ك

و  
 
ل   au = ا و   ḥaula ح 

5.  Kata sandang Alif+Lam 

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan 

menjadi = al  

نم  ح  الز    = al-Rahman   
 
  ع  ال

 
ني  ال  = al-‘Ālamīn 
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ينِ قَدْ تَ بَ يَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ   لِِ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar 

dengan jalan yang sesat. 

(Q.s Al-Baqarah; 256)
1 

  

                                                 
1
 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra 

Semarang, 2002, hal. 42. 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan murtad merupakan isu dalam agama Islam dan ia tidak bisa 

dibiarkan begitu saja. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan umat Islam. 

Kasus murtad adalah hal yang sensitife di kalangan umat Islam dan kasus seperti 

itu akan mengganggu perasaan banyak pihak dan akan mengganggu keharmonisan 

serta kerukunan masyarakat. Di kalangan fuqaha, sependapat bahwa pelaku 

murtad dihukum bunuh. Akan tetapi dalam mengklarifikasi syarat dapat dihukum 

dengan hukuman bunuh, mereka berbeda-beda pendapat. Salah satunya adalah 

pendapat al-Imrānī yang bermażhab Syafi‟iyyah. Menurutnya, seorang pelaku 

murtad dapat dihukum bunuh apabila si pelaku sudah dewasa, tidak gila dan niat 

(kehendak sendiri). 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis pendapat 

al-Imrānī  dan metode Istinbat hukum al-Imrānī terhadap hukuman bagi pelaku 

riddah. Serta untuk mengetahui relevansinya pendapat al-Imrānī dengan 

kebebasan beragama. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

dimana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber sekunder maupun sumber 

data pelengkap lainnya. Sumber data sekunder yaitu kitab al-Bayān karya al-

Imrānī. Adapun sumber data pelengkap lainnya yaitu data yang digunakan sebagai 

pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fikih maupun buku-buku 

yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. 

Dengan pendekatan Maqāṣid Syari’ah yang digunakan untuk menganalisis lebih 

dalam, khususnya terkait hukuman bagi pelaku riddah. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1. Menurut Al-„Imrānī, hukuman 

mati bagi pelaku riddah dapat diterapkan apabila mereka memenuhi persyaratan, 

yaitu: Pertama,  pelaku sudah baligh (dewasa),. Kedua, pelaku dengan sengaja 

melakukan tindakan riddah (tanpa ada paksaan dari pihak luar), atas kehendaknya 

sendiri. Ketiga, dan pelaku dalam keadaan tidak gila (berakal sehat). Metode 

Istinbāṭ hukum yang digunakan al-Imrānī dalam pendapatnya tentang hukuman 

bagi pelaku riddah adalah Q.S. al-Baqarah ayat 217, ayat 85, al-Mā‟dah ayat 5 

dan al-Zumr ayat 65. Yang  mana ayat tersebut hanya menjelaskan hukuman di 

akhirat serta beberapa hadis, diantaranya‟; pertama, )ِرَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسِْلََمِو( yaitu 

seorang pria yang keluar dari agama Islam setelah ia memeluknya; kedua, ( َمَنْ بَدَّل

أنََّ مَنْ ) ,yaitu seorang yang mengganti agamanya, maka bunuhlah; ketiga (دِينَوُ فاَقْتلُىُهُ 

 yaitu barangsiapa yang meninggalkan agamanya maka (رَجَعَ عَنْ دِيْنِوِ.. فاَقْتلُىُْهُ 

bunuhlah dia; dan keempat, ( ْسْلََمُ، فإَنِْ رَجَعَتْ وَإلََِّّ قتُلَِت  yaitu Nabi (أنَْ يعُْرَضَ عَلَيْهَا الِْْ

menyuruh para sahabat untuk mengajaknya bertaubat. Apaliba ia bertaubat, maka 

biarkan, tetapi jika ia tidak bertaubat maka bunuhlah. Hadis-hadis tersebut 

mengarah pada hukuman mati bagi pelaku riddah, baik laki-laki maupun 

perempuan; 2. Di Indonesia, kurang sesuai apabila diterapkan hukuman riddah. 

Karena didalamnya menjamin kebebasan beragama dan pastinya tidak mengatur 

aturan pidana tentang riddah. 

Kata Kunci: Hukuman, Riddah, Ibn Ḥazm. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini tidak sedikit orang berpandangan bahwa masuk dan keluar 

dari suatu agama adalah hak privat yang melekat pada setiap orang. Tidak ada 

otoritas di luar diri seseorang yang boleh memaksa orang lain untuk menetap 

atau keluar dari suatu agama. Dengan perkataan lain, setiap manusia bebas dan 

merdeka untuk memilih atau keluar dari suatu agama. Ketentuan ini (kebebasan 

dan merdeka untuk memilih atau keluar dari suatu agama) dengan mengacu 

pada teks-teks al-Qur‟an, diantaranya surah al-Baqarah ayat 256 ( َ  َْلاَ َكرَْاها فاَ ْادَ يان ْ  

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam”). Sehingga berdasarkan 

ayat ini jarīmah al-riddah (murtad) tidak dapat dikategorikan kepada jarīmah 

ḥudūd
.1

 Tetapi, kerap kali menyaksikan fenomena sekelompok orang yang 

hidupnya pernah melakukan migrasi dari satu agama ke agama lain. Bahkan 

dalam beberapa kasus, fenomena ini dilakukan oleh figur publik, sebagai 

contoh artis ternama “Lukman sardi” yang pernah memerankan aktor yang 

bersifat agama Islam yang berperan sebagai KH. Ahmad Dahlan dalam film 

“Sang Pencerah” dan Nafa Urbach yang statusnya sebagai pemeluk agama 

Islam (mu’allaf), saat berhubungan (dalam ikatan pernikahan) dengan Primus 

Yustisio selama 4 tahun membuat ia semakin yakin dan nyaman dengan agama 

Islam. Tetapi setelah Primus Yustisio menikahi artis Jihan Fahira masih sempat 

bertahan memeluk agama Islam atau mu’allaf, dan pada akhirnya ia (Nafa 

                                                           
1
 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015, hal. 

112. 



2 

 

 
 

Urbach) kembali lagi memeluk agama kristen atau Nasrani setelah berpacaran 

dengan aktor Zakc Lee.
2
 

Namun, dalam kasus Islam, persoalan pindah agama itu bukan perkara 

sederhana. Banyak ulama memandang negatif terhadap orang pindah agama. 

Menurut mereka, orang lain bebas masuk ke dalam Islam. Tetapi orang Islam 

tidak bebas untuk keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam (murtad) 

dianggap pelaku kriminal yang hukumannya adalah dibunuh. Sejumlah ayat al-

Qur‟an atau hadis Nabi saw dihadirkan untuk menunjukkan bahwa tindakan 

keluar dari Islam tidak dikehendaki Allah Swt dan Rasul-Nya, bahkan 

pelakunya layak dihukum mati atau dikenakan hukuman mati. Hukuman ini 

mereka terapkan karena merujuk pada beberapa teks-teks al-Qur‟an dan hadis 

Nabi, sebagai contoh : 

ٌْ َ  دِّنِااوِ  عَاا ْ  مِاانْمُ ْ  َّشْراَاذَّ  مَاا ْ  آمَناُاٌا الَّاازِّ َ  أَُّّيَااب َّااب ُ  َّااترِِْ فَغَاا ٌْ    اللَّّ  ّحُِااجُّيُ ْ  ثقَِاا

نوَُ  ّحُِجٌُّ ح   الْمُؤْمِنِْ َ  عَلََ أرَِلَّخ   ًَ ِ  عَاجِْ ِ  فِاِ ّجَُبىِاذًُ َ  الْمَابفِشِّ َ  عَلََ أعَِضَّ لَ  اللَّّ ًَ 

مَخَ  َّخَبفٌُ َ  ٌْ ِ  فَضْ ُ  رلَِكَ  لَئِ    لَ ُ  َّشَبءُ  مَ ْ  ّؤُْرِْوِ  اللَّّ اللَّّ اعِع   ًَ  .عَلِْ    ًَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, Barang siapa diantara kamu yang 

murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan 

suatu kaum, Dia mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, 

dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi 

bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan 

Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 

Itulah karunia Allah yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s Al-Maidah: 54).
3
 

Terakait dengan ayat di atas, Shihāb al-Dīn al-Alūsī mencoba mencari 

hubungan atau korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Menurutnya, setelah 

                                                           
2
Https://www.oranyenews.com/headline/2017/09/2205/artis-yang-masuk-kristenlengkap-

dengan-alasannya. Diunduh, Rabu 03 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.  
3
 Al-Qur‟an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Bandung: Penerbit Diponegoro, 

2013, hal. 93. 

https://www.oranyenews.com/headline/2017/09/2205/artis-yang-masuk-kristenlengkap-dengan-alasannya
https://www.oranyenews.com/headline/2017/09/2205/artis-yang-masuk-kristenlengkap-dengan-alasannya


3 

 

 
 

pada ayat sebelumnya Allah melarang umat Islam menjadikan orang-orang 

Yahudi dan Nasrani sebagai aūliya’ (kekasih), maka pada ayat ini Allah 

menegaskan bahwa sekiranya larangan itu dilanggar maka pelakunya akan 

terjatuh pada “kemurtadan”.
4
 Demikian pula apa yang dikemukakan oleh Fakh 

al-Dīn al-Rāzī, siapapun yang menjadikan orang-orang kafir sebagai “wali”nya, 

maka ia telah murtad dari agamnya.
5
 Pendapat al-Alūsī tersebut paralel dengan 

pendapat M. Quraish Shihab, bahwa sanksi yang ditimbulkan akibat pelarangan 

tersebut (orang-orang kafir dijadikan sebagai “wali”nya) adalah sebuah bentuk 

kemurtadan.
6
 Sealin ayat al-Qur‟an di atas, hadis-pun disuguhkannya :       

ُِّ  حَذَّثنَبَ ِ، عَجْذِ  ثْ ُ  عَلِ ةَ، عَ ْ  عُفْْبَُ ، حَذَّثنَبَ اللَّّ َِ  عَلًِّْاب أَ َّ  عِمْشِمَخَ، عَ ْ  أٌَُّّ  سَضِا

 ُ قَ  عَنْوُ، اللَّّ مًب، حَشَّ ٌْ ٌْ : فقَبَلَ  عَجَّبط   اثْ َ  فجَلَغََ  قَ قْيُ ْ  لَا ْ  أنََاب كُنْاذُ  لَ َِّ  لَِِ َّ  أحَُاشِّ  النَّجِا

ْْوِ  اللُ  صَلََّ عَلَّ َ  عَلَ ثٌُا لَ : قبَلَ  ًَ ِ، ثِعَزاَةِ  رعَُزِّ لقَزَلَْازيُُ ْ  اللَّّ ُِّ  لَ قَاب كَمَاب ًَ  صَالََّ النَّجِا

ْْوِ  اللُ  عَلَّ َ  عَلَ اهُ . )فبَقْزلٌُُهُ  دِّنوَُ  ثَذَّلَ  مَ ْ : ًَ ًَ ُْ  سَ (.الَْجخَُبسِ
7

 

Artinya: „Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami, Sufyān telah 

menceritakan pada kami dari Ayyūb dari „Ikrimah, bahwa „Ali ra. 

“Sesungguhnya „Ali telah menghukum mati suatu kaum dengan cara 

dibakar api. Hal itu disampaikan kepada Ibnu „Abbās ra; lalu ia (Ibnu 

„Abbās) berkata,” Jika saya (yang menghukum), niscaya saya tidak 

akan membakarnya. Sebab, Nabi saw bersabda, “Janganlah kalian 

menghukum dengan hukumannya Allah (hukuman membakar). Dan 

aku (Ibnu „Abbās) akan menghukum mereka dengan hukuman mati 

(bunuh), sebagaimana sabda Nabi saw, “Siapa saja yang mengganti 

agamanya, maka bunuhlah ia. (HR. al-Bukhari). 

                                                           
4
 Shihāb al-Dīn al-Alūsī, Rūh al-Ma’ānī Fi Tafsir al-Qur’an al-Azīm Wa al-al-Sab’i al-

Mathānī’, Kairo: Dāru al-Hadis, Juz III, 2005, hal. 463. Dalam Abd Moqsith, Tafsir Hukum 

Murtad dalam Islam, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 284. 
5
 Fakh al-Dīn al-Rāzī, Mafātih al-Ghaib, Bairut: Dāru al-Fikr, Juz VI, Juz XI, 1995, hal. 

284 dalam Abd Moqsith, Tafsir Hukum Murtad dalam Islam, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 

2013, hal. 284. 
6
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 

Jakarta: Lentera Hati, Juz II, 2009, hal. 156 dalam Abd Moqsith, Tafsir Hukum Murtad dalam 

Islam, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 284.  
7
 Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Tahqiq, Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, t.tp: Dāru 

Al-Tūq al-Najāh, Juz IV, Cet. Ke-I, t.th, hal. 61. 
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Berangkat dari hadis Nabi saw di atas, sejumlah ulama hendak 

memperlakukan “pindah agama” sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya 

layak diganjar dengan hukuman berat bahkan hingga hukuman mati seperti 

yang dikehendaki teks hadis di atas. Kemudian disimpulkan bahwa membunuh 

orang murtad adalah sebuah keharusan yang sudah menjadi “doktrin”.
8
 Namun, 

perlu diketahui, setting sosial pada zaman Nabi sebagai kepala Negara di 

Madinah dan pada masa sesudahnya, yaitu khulafā’ al-rāsyidīn
9
 hingga abad 

pertengahan, bahwa dasar-dasar Negara, khususnya Negara Timur Tengah dan 

Eropa tidak sama dengan dasar Negara pada zaman Modern ini. Pada abad 

pertengahan, terkait hal-hal kenegaraan sangat terbatas dan yang dijadikan 

acuan Negara pada saat itu ialah “agama” yang dipeluknya. Oleh karena itu, 

orang Islam adalah rakyat dari setiap komunitas Islam dan merupakan anggota 

dari setiap jamaahnya, demikian pula orang Kristen adalah rakyat dari setiap 

komunitas jamaahnya. Maka, penduduk non Islam dalam Negara Islam tetap 

tunduk pada hukum Islam.
10

 

Menurut al-„Asmāwī sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, jika 

pemahaman “penduduk non Islam dalam Negara Islam tetap tunduk pada 

hukum Islam”, maka keluar agama Islam mendekati makna melakukan 

                                                           
8
 Abd Moqsith, Tafsir Hukum Murtad dalam Islam, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 

2013, hal. 283-284. 
9
 Khulafā’ Al-Rāsyidīn adalah empat orang pemimpin pertama agama Islam, yang 

dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Empat 

orang tersebut adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal 

dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifah atau 

pemimpin tersebut ialah Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan dan „Ali 

bin Abi Thalib dan dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus 

bersama umat Islam. Lihat dalam: Https://id.wikipedia.org/wiki/Khulafaur_Rasyidin. Diunduh, 

Kamis, 04 Oktober 2018, pukul 08.30 WIB. 
10

 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, hal. 108-109. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Khulafaur_Rasyidin
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kejahatan penghianatan yang besar, karena ketika seseorang meninggalkan 

agamanya, berarti ia telah bergabung dengan agama musuh yang merupakan 

musuh Negara Islam. Konsekuensi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan 

oleh Abu Zahrah, Negara Islam berdiri berdasarkan atas agama Islam. Oleh 

sebab itu, siapapun keluar dari Islam berarti ia telah keluar dan melakukan 

perlawanan terhadap Negara dan ia “murtad”.
11

 

Terkait dengan murtad, tema murtad secara morfologi merupakan 

bentuk subjek (isim fa’il) dari kata kerja irtadda. Secara etimologis kata 

irtadda berasal dari kata kerja “radda, yaruddu, riddah, wariddatan yang 

bermakna “sarafahu, yaitu mengalihkan dan arja’ahu yaitu mengembalikan.
12

 

Sementara menurut Ibrahim Unais sebagaimana dikutip Ahmad Wardi 

Muslich, kata riddah memiliki makna menolak dan memalingkannya.
13

 Riddah 

itu dapat pula diartikan kembali dijalan asalnya, yaitu kembalinya seorang 

Muslim yang akil baligh dari agama Islam kepada bentuk “kafir” tanpa adanya 

paksaan dari manapun.
14

 Sedangkan secara terminologi fikih jinayah, Audah 

sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengartikannya dengan 

“kembali (ke luar) dari agama Islam atau memutuskan (ke luar) dari agama 

Islam. Lebih dari itu, Wahbah al-Zuhaili, riddah diartikkan sebagai “kembali 

                                                           
11

 Dikutip oleh Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, hal. 109. 
12

 Ibn Manẓūr al-Anṣāri, Lisān al-‘Arab, Mesir: al-Dāru al-Miṣriyyā li Ta‟līf wa al-Naṣr, 

Juz II, t.th, hal. 218 dalam Abdur Rahman Ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi 

Hukumnya, Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam Vol. 22, No. 2, 2012, hal. 180.  
13

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 

2005, hal. 119. 
14

 Abdur Rahman Ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi,,, hal. 180.   
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dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang 

menyebabkan kekafiran, maupun dengan ucapan”.
15

 

Konsekuensi dari riddah ini menurut mayoritas ulama hukumanyya 

ialah dibunuh.
16

 Demikian pula Al-Imrānī (Syafi‟iyyah). Ia (Al-Imrānī) 

memiliki nama lengkap Yahyā bin Abī Al-Khaīr bin Sālim bin Sa‟id bin 

„Abdillah bin Muḥammad bin Mūsā bin Imrān Al-Imrānī al-Yamanī.
17

 Ia lahir 

di Yaman, 950 tahun silam, tepatnya pada tahun 489 H.
18

 Menurut Al-Imrānī, 

pelaku riddah (lelaki dan perempuan, baik berstatus budak maupun merdeka) 

wajib dijatuhi hukuman mati, pendapatnya tersebut sebagaimana teks berikut: 

إِراَ( ّقُْزاَا ُ  الَْمُشْراَاذُ : مَغْااتلَخَ  ) جُاا ُ  اسْراَاذَ  ًَ جَااتَ .. الَشَّ ا قزَلْاُاوُ، ًَ ٌَ ا كَااب َ  ء  عَاا ًْ  حُااشًّ  أَ

.بيَ لُ زْ قَ  تَ جَ ًَ .. خ  مَّ أَ  ًْ أَ  ح  شَّ حُ  ح  أَ شَ مْ إِ  دْ ذَّ رَ اسْ   ِّ إِ ًَ  .....عَجْذاً
19
 

Artinya: (Permasalahan: Seseorang murtad (orang yang keluar dari agama 

Islam) itu dibunuh). Jika seorang laki-laki keluar dari agama Islam, 

maka ia wajib dibunuh, baik ia merdeka maupun budak... Jika 

seorang perempuan keluar dari agama Islam (murtad) baik laki-laki 

maupun perempuan, maka wajib dibunuh. 

Al-Imrānī berpendapat demikian karena didasarkan atas beberapa ayat 

al-Qur‟an dan hadis Nabi saw.
20

 Hal ini dapat kita temukan dalam kitabnya, 

misalnya surah al-Baqarah ayat 217, yakni: 

مَ ْ  ٌَ  فَْمَُذْ  دِّنوِِ  عَ ْ  مِنْمُ ْ  َّشْرذَِدْ  ًَ ىُا  الاذُّنْْبَ فِاِ أعَْمَابليُُ ْ  حَجِطَاذْ  فتًَُلئَِاكَ  كَابفِش   ًَ

خِشَحِ  ْٓ ا أًُلئَِكَ  ًَ  .خَبلِذًُ َ  فِْيَب ىُ ْ  النَّبسِ  أصَْحَبةُ  ًَ

                                                           
15

 Dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. 119-120.  
16

 Lihat dalam: Abdur Rahman Ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtad,,, hal. 177.  
17

 Imam al-„Imrānī, Al-Bayān fī Maẓhab al-Imām as-Syāfi’i, Damaskus: Dāru al-Minhāj, 

Juz I, Cet. Ke-1, 2000 M, hal. 120. 
18

 Ibid,. Juz I, hal. 120. 
19

 Ibid,. Juz XII, hal. 42-44. 
20

 Ibid,. Juz XII, hal. 39 dan seterusnya. 
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Artinya: Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam 

kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnaya di dunia dan akhirat, dan 

mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Qs. Al-

Baqarah: 217).
21

 

Dengan mengutip ayat di atas, Ia menjelaskan bahwa dampak riddah ini 

hanya berlaku bagi seorang yang sudah baligh, berakal serta atas kehendaknya 

sendiri. Oleh karena itu, anak kecil dan seorang yang tidak berakal (gila) tidak 

ada ketentuan hukum. Jadi siapapun orangnya, jika melakukan bentuk-bentuk 

riddah dan memenuhi syarat-syarat di atas, maka ketentuan pidanyanya berlaku 

(dipidana mati). Untuk memperkuat pendapatnya ia mengutip beberapa hadis, 

semisal :    

ٍ ًَ َِ  عُثمب ُ  سَ ُ  سَضِا َِّ  أَ َّ : عَنْاوُ  اللَّّ ُ  صَالََّ النَّجِا ْْاوِ  اللَّّ عَالَّ َ  عَلَ  دَ ُ  َّحِا ُّ  لَ : قَابلَ  ًَ

ًْ  إِعْالَمَِوِ، ثَعْذَ  كُفْش   سَجُ   : ثلَََس   ثئِِحْذٍَ إِلَّ  مُغْلِ    امِْشِا   ًْ  إِحْصَابنوِِ، ثَعْاذَ  صَنَاَ أَ  أَ

ْْشِ  نفَْغًب قزََ َ   .نفَْظ   ثِغَ

Artinya: Utsman r.a meriwayatkan dari Nabi: Bahwa Nabi saw bersabda: Tidak 

dihalalkan darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu tiga hal, 

yakni; seorang laki-laki yang kufur (keluar dari agama Islam) setelah 

memeluk agama Islam, berzina setelah ia menikah, dan membunuh 

seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain.  

Hadis di atas, dikutip olehnya untuk memberikan hukuman bagi lelaki 

yang murtad, karena dalam hadis tersebut secara tekstual dengan menggunakan 

kalimat (َْ  ْاها ََ كْ َعادَاناَ َْاه  َرُ  ٌ جُا  seorang laki-laki yang kufur (keluar dari agama“ را

Islam) setelah memeluk agama Islam”). Hadis inilah yang dijadikan 

argumentasi atas pendapatnya untuk menjatuhi hukuman mati bagi lelaki yang 

murtad. Sedangkan argumentasi untuk menjatuhi hukuman mati bagi selain 

                                                           
21

 Al-Qur‟an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 26. 
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laki-laki, Ia mengutip hadis Nabi saw (َُااا َُ اااهَ  ُ ُ ف  َْ َ اِ ااَ َعاااند  Siapa saja yang”  ا

mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”). Selain itu, ia mengutip hadis 

Mu‟ādz ra: 

قَاااابلَ  لوُُ  اللُ  قَضَااااَ: )عَنْااااوُ  اللُ  َِ سَضِاااا مُعَاااابر   ًَ ٌْ سَعُاااا  عَاااا ْ  سَجَااااعَ  مَاااا ْ  أَ َّ : ًَ

ّْنوِِ  هُ ....دِ ٌْ ىَزَ (. فبَقْزلُُ جَبلِ  فِِ عَب    ًَ النِّغَبءِ  الشِّ ًَ.
22

 

Artinya: Mu‟ādz ra berkata: Allah dan Rasulnya menghukumi: Sesungguhnya 

seseorang yang kembali dari agamanya (keluar dari Islam)..., maka 

bunuhlah.      

Menurutnya, hadis di atas tidak terbatas, pidana mati berlaku bagi kaum 

laki-laki maupun perempuan dengan catatan mereka sudah baligh, berakal serta 

atas kehendaknya sendiri. Jadi al-Imrānī memberlakukan hukuman mati bagi 

siapapun sebab riddah yang mereka perbuat. Lain hal-Nya bilamana pelaku 

riddah ini dilakukan oleh seorang anak kecil “belum baligh, dan bukan atas 

kehendaknya sendiri”. Demikian pula tidak berlaku pidana mati bagi pelaku 

riddah yang dilakukan oleh seorang yang dalam kondisi “gila”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

menganalisis pemikiran Al-Imrānī dan membahas lebih dalam tentang 

pendapatnya terkait dengan sanksi hukum pelaku riddah. Pendapatnya Al-

Imrānī tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi 

metodologi pengambilan hukum, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya 

karena sentimen mażhab belaka. Oleh karena itu, penulis mengambil tema 

dengan judul “Analisis Pendapat Imam Al-Imrānī Terhadap Hukuman 

Bagi Pelaku Riddah dan Relevansianya dengan Kebebasan Beragama” dan 

                                                           
22

 Imam Al-Imrānī, Al-Bayān,,Juz XII, hal. 45. 
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semoga menjadi sumbangan penulis yang dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Amin. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemuakan diatas, ada beberapa 

pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pendapat dan metode Istinbāṭ hukum al-Imrānī terhadap 

hukuman bagi pelaku riddah ? 

2. Bagaimana relevansianya pendapat al-Imrānī dengan kebebasan beragama ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dari penulisan karya ilmiyah ini sebenarnya untuk menjawab 

apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode Istinbāṭ hukum al-Imrānī terhadap 

hukuman bagi pelaku riddah. 

2. Untuk mengetahui relevansianya pendapat al-Imrānī dengan kebebasan 

beragama. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Sebagai bahan masukan bagi perumus hukum di masa mendatang tentang 

hukuman bagi pelaku riddah dilihat dari segi madarat maupun ketika 

mempidanakan pelaku riddah. 
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2) Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu 

hukum di lapangan, dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

D. Tinjauan Pustaka  

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan 

kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti 

sebelumya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa 

karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan dampak dari 

“pindah agama”. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa karya 

tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan sebagaimana penulis 

kemukakan. 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kamal Muzakki yang 

berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman 

Wanita Murtad”. Kesimpulan dalam skripsi ini ialah, bahwa Imam Abu 

Hanifah terkait hukuman murtad perlu dibedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Menurutnya, perempuan murtad tidak dihukum mati, melainkan 

dipenjarakan. Alasan Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan mengutip 

hadis Nabi saw yang secara kualitas merupakan hadis hasan dan sahih.
23

 

Kedua, skripsi karya Samsul Arifin yang berjudul “Riddah Pada Masa 

Abu Bakar Persepektif Sosiologis-Historis)”. Dalam skripsi ini dijelaskan 

sejarah riddah pada masa Abu Bakar, bahwa secara historis di awal 

                                                           
23

 Ahmad Kamal Muzakki, Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman 

Wanita Murtad, skripsi Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, 2005.  
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pemerintahan Khalifah Abu Bakar telah terjadi riddah secara besar-besaran 

yang menggoncangkan stabilitas dan eksistensi Negara Islam yang telah 

dibangun oleh Rasulallah saw.
24

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cahyono dengan judul “Studi 

Pemikiran Jamal Al-Bana tentang Konsep Murtad dalam Pidana Islam”. Hasil 

dari penelitiannya adalah; menurut Jamal al-Bana bahwa hukuman bagi orang 

murtad tidak terdapat dalam teks juga bukan permasalahan teologi. Menurut 

Jamal, sanksi bagi orang murtad terbatas dari sanksi pidana, tetapi itu menjadi 

hak privat dengan yang diyakininya. Ia berpandangan tidak ada hukuman di 

dunia bagi pelaku murtad, hal ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur‟an dan 

Hadis.
25

 

Keempat Jurnal Istinbat, No. 15, Juni 2015 karya Siti Zailia yang 

berjudul “Murtad dalam Persepektif Syafi’i dan Hanafi”. Kesimpulan dalam 

jurnal tersebut yaitu, bahwa hukuman mati menurut Syafi‟i ialah bagi seorang 

muslim, berakal, baligh yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada 

kekafiran menurut kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik 

lelaki maupun perempuan. Namun, menurut Hanafi hukuman mati hanya 

diberlakukan bagi golongan lelaki saja.
26

 

Kelima, jurnal al-Ihkam karya Arif Wahyudi yang berjudul “Kapasitas 

Nabi Muhammad dalam Hadis-hadis Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah 

                                                           
24

 Samsul Munir, Riddah Pada Masa Abu Bakar Persepektif Sosiologis-Historis, skripsi 

Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2004.   
25

 Cahyono, Studi Pemikiran Jamal Al-Bana tentang Konsep Murtad dalam Pidana Islam, 

skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.  
26

 Siti Zailia, Murtad dalam Persepektif Syafi’i dan Hanafi, Jurnal Istinbat, No. 15, Juni 

2015. 
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Menurut Mahmūd Syaltūt”. Kesimpulan dalam jurnal ini ialah; hadis-hadis 

tentang hukuman mati secara umum berkualitas sahih dan diriwayatkan dengan 

banyak jalur sanad. Hadis-hadisnya-pun dari sisi lain dapat dibagi menjadi dua 

macam: pertama, hadis qauli yang berisi tentang sabda Nabi “Barangsiapa 

yang berpindah agama maka bunuhlah”. Ada pula beberapa riwayat dengan 

tambahan lafal “Meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah muslimin”. 

Kedua, hadis-hadis fi’li dari sabda Nabi saw tentang beberapa orang murtad 

yang dibunuh karena kemurtadannya disertai dengan permusushan dan tindak 

kriminal. Rasulallah saw berkapasiatas sebagai seorang imam ketika 

menyabdakan hadis-hadis tentang hukuman mati bagi pelaku riddah. Maka 

hukumannya merupakan ta’zir yang berlaku temporer tergantung situasi dan 

kondisi. Jika dipandang oleh imam, riddah membahayakan negara dan akidah 

kaum muslim, ia berhak menghukum dengan hukuman paling berat sekalipun, 

seperti yang telah dilakukan Ali bin Abi Thalib dengan cara membakarnya.
27

 

Keenam, jurnal al-Ahkam karya Abdur Rahman Ibn Smith yang 

berjudul “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”. Dalam 

jurnal ini ia mengatakan, bahwa mayoritas ulama berepndapat bahwa murtad 

termasuk tindakan pidana sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang 

mendasarkannya pada Q.s al-Baqarah ayat 217 dan hadis Nabi “Barangsiapa 

yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia” memiliki sejumlah kelemahan. 

Dalam tinjauan al-Qur‟an bahwa sanksi atas murtad adalah sanksi ukhrawi; dan 

bukan sanksi fisik. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi makna sangat penting 

                                                           
27

 Arif Wahyudi, Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadis-hadis Hukuman Mati bagi 

Pelaku Riddah Menurut Mahmūd Syaltūt. Jurnal al-Ihkam Vol. 12 No. 1 Juni 2017.  
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dilakukan karena secara historis bahwa Nabi tidak pernah membunuh orang 

murtad. Kebijakan ini dilanjutkan pula oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar 

tidak pernah memerangi ahl al-riddah hanya karena alasan kemurtadannya, 

melainkan karena keenganannya membayar zakat yang diikuti dengan 

serangkaian pembunuhan terhadap kaum Muslimin serta mereka melepaskan 

diri dari pemerintahan Abu Bakar disertai pemebrontakan-pemberontakan. 

Umar Ibn Khattab-pun demikian. Dengan kata lain, bahwa pembunuhan bagi 

pelaku riddah lebih karena alasan politik.
28

 

Berangkat dari apa yang telah penulis paparkan di atas, ditemukan 

adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan sanksi riddah. Namun, 

selain tokoh yang penulis angkat berbeda, penulis akan melibatkan ushul fikih 

dalam karya tulis penulis, karena sejauh pembacaan belum ditemukan 

pendekatan dari ushul fikih, padahal sejauh pembacaan dari beberapa penelitian 

di atas ditemukan beberapa dasar hukum berupa naṣ, baik al-Qur‟an maupun 

hadis dan ternyata ada ketidaksesuaian antara al-Qur‟an dengan hadis, sebagai 

contoh “tidak ada paksaan dalam beragama (Q.s al-Baqarah: 256) dengan 

“Siapapun yang keluar dari agama Islam, maka bunuhlah (HR. Imam 

Bukhari)”. Selain itu, dasar hukum yang digunakan oleh tokoh yang penulis 

angkat berbeda dengan maẓhab yang diikutinya, ia (al-Imrānī) banyak 

menyuguhkan iṣtinbāṭ hukum dari hadis-hadis Nabi saw. Kenapa ia masih 

berfikiran demikian, apakah karena fanatik maẓhab, ataukah karena hal-hal 

lainnya. Oleh karena itu, pemelitian ini layak untuk dilakukan. 

                                                           
28

 Abdur Rahman Ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya. Jurnal 

al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 22 No. 2, Oktober 2012.   
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian library research
29

 yaitu penelitian yang mengandalkan data 

dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan 

penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi 

ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekananya 

lebih menggunakan kajian teks.  

2. Sumber Data  

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data 

oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.
30

 Data ini disebut juga data 

asli. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Bayān fi Maẓhab al-

Imām al-Syafi’i karya al-Imrānī. Dalam kitab tersebut Ia menuangkan 

pemikiranya tentang beratnya sanksi yang harus diterima oleh pelaku 

riddah. 

a. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber yang menjadi pendukung bagi sumber 

primer atau sumber kedua yang akan menjadi rujukan dalam pembuatan 

                                                           
29

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997, hal. 9. 
30

 Winarto Surahmad, Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik, Edisi 

7, Bandung: Tarsito, 2003, hal. 134. 
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skripsi ini.
31

 Dengan demikian sumber sekunder merupakan sumber 

pendukung berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun literatu-literatur yang 

relevan dengan judul yang penulis angkat. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber 

tertulis lainya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan 

metode ini, maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fikih saja, 

tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara 

komprehensif. 

4. Metode Pendekatan Analisis Data 

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik 

pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan 

metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun 

data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan 

melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau 

pandangan atau analisis dari penulis.
32

 Penulis mendeskripsikan apa yang 

penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian 

menganalisanya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Selain itu, dalam menganalisis 

penulis menggunakan pendekatan Maqāṣid al-Syari’ah (uṣūl fiqh). 

                                                           
31

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hal. 

155. 
32

 Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Andi Offset, 

2014, hal. 21.   
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan 

menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang 

diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan 

halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, 

halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan 5 bab sebagai berikut: 

Bab pertama: Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab Kedua: kerangka teori tentang riddah dan istinbāṭ hukum. 

Pertama, teori tentang riddah yang berisi; pengertian riddah, dasar hukum 

riddah, unsur-unsur riddah serta macam-Nya, dan sanksi hukum bagi pelaku 

riddah. Kedua, teori tentang metode istinbāṭ hukum yang meliputi; pengertian 

metode istinbāṭ hukum, bentuk-bentuk istinbāṭ hukum, dan maqāṣid al-

syari’ah dan HAM. 

Bab ketiga, berisi tentang pendapat al-Imrānī tentang hukuman bagi 

pelaku riddah yang meliputi: biografi al-Imrānī, pendapat dan metode iṣtinbāṭ 

hukum al-Imrānī tentang hukuman bagi pelaku riddah. 

Keempat, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi 

analisis penulis terhadap pendapat dan metode iṣtinbāṯ hukum al-Imrānī 
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tentang hukuman bagi pelaku riddah dan relevansinya dengan kebebasan 

beragama. 

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. 

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau 

buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

TEORI AL-RIDDAH DAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM 

 

A. Tinjauan Umum tentang Al-Riddah 

1. Pengertian Al-Riddah 

Secara morfologi, kata riddah (ٌ سِدَّح) berasal dari akar kata radda, yaruddu, 

riddan, wariddatan yang artinya syarafahu yaitu memalingkan, arja‟ahu yaitu 

mengembalikan, atau tertolak.
1
 Paralel dengan itu, menurut Ibrahim Unais 

sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich, kata riddah memiliki makna 

menolak dan memalingkannya.
2
 Riddah itu dapat pula diartikan kembali dijalan 

asalnya, yaitu kembalinya seorang Muslim yang akil baligh dari agama Islam 

kepada bentuk “kafir” tanpa adanya paksaan dari manapun.
3
 Sedangkan secara 

terminologi fikih jinayah, Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi 

Muslich, mengartikannya dengan “kembali (ke luar) dari agama Islam atau 

memutuskan (ke luar) dari agama Islam. Lebih dari itu, Wahbah al-Zuhaili, 

riddah diartikkan sebagai “kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik 

dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, maupun dengan ucapan”.
4
 

Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan 

para ulama, yaitu: 

 

                                                           
1
 Ibn Mandzur, Lisān al-„Arab, Bairut: Dāru Iḥyā al-Turāts al-„Arabī, Juz V, 1999, hal. 184. 

Lihat pula; Luis Ma‟luf, al-Munjid fi al-Lughah al-„Alam, Bairut: Dāru al-Masyriq, 2002, hal. 255. 
2
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 

2005, hal. 119. 
3
 Abdur Rahman Ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi,,, hal. 180.   

4
 Dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. 119-120.  
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1. Persepektif Ulama Mażhab 

a. Ḥanafiyyah yang diwakili oleh al-Kāsānī (w. 587 H/1191 M) 

mendefinisikannya dengan: 

دَّح ٌ خٌٌِإجْشَاءٌ  :انش ِ ًَ ٌٌٌِػَهٌَٗانْك فْشٌٌِكَهِ ٕدٌٌِثَؼْذٌٌَانه ِغَب ج   ٌٔ ٌِ اب ًَ ٚ دَّح ٌٌإرٌٌِالِْْ ٌػِجَابسَح ٌٌاناش ِ

ٕعٌٌٌٍِِػٌَ ج  ٌٌٍِانشُّ ٌِ ٌػَ ب ًَ ٚ ٕعٌ ٌالِْْ ج  ٌٌٍِفبَنشُّ ٌٌٌِػَ ب ًَ ٚ ٌٗالِْْ ًَّ .سِدَّح ٌٌٚ غَ
5

 

Artinya: Mengucapkan kata kekufuran dengan lisan setelah adanya 

keimanan, karena riddah itu merupakan ibarat dari kembali 

setelah beriman, maka kembali kepada (kekufuran) setelah 

beriman disebut riddah.   

  

b. Malikiyyah yang diwakili oleh Khalīl bin Isḥāq bin Musa al-Mālikī al-

Miṣrī (w. 776), yakni: 

دَّح ٌاٌِ ٌٌْٔخ ٌثِصَشٌٌِْٚىٌِهٌِغًٌٌْ انٌٌْشٌ فٌْكٌ : نش ِ ٌٌِّنفَْظٌ ٌأَ ٌٌْٔٚمَْزضَِٛ ُّ  ٌٌفِؼْمٌ ٌأَ ًَّ .ٚزَضََ
6

 

Artinya: Riddah yaitu kufurnya seorang Muslim dengan terang-terangan, 

kata-kata yang mengandung kekufuran maupun perbuatan yang 

mengandung kekufuran pula.  

   

c. Syafi‟iyyah yang diwakili oleh Imam al-Ghazali (1055-1111 M), yakni: 

دَّح ٌاٌِ عْاااَ وٌٌِغٌ طْااالٌٌَ:ناااش ِ كَه ااا ٌ ٌٌٍْيِاااٌالِْْ دَّحٌٌِظٌ فْااأٌٌَََ.ٌي  اااخٌٌِكٌ طْاااٌُُّانَ :اناااش ِ ًَ  انْكفْاااشٌٌِثِكَهِ

ٌٌْٔاءٌ ضٌٌَْٓزٌِعٌْإٌِ ٌٌْٔابد ٌمٌَزٌِػٌْإٌِ أَ ٌٌْٔابد ٌٌَُػٌٌِأَ ُّ  ٌٌيَبٌفِؼْمٌٌَأَ ًَّ .انَْك فْشٌٌَٚزَضََ
7

 

Artinya: Riddah ialah pemutusan agama Islam (keluar agama Islam) dari 

seorang Mukallaf. Dan hakikat riddah itu sendiri ialah 

mengucapkan kalimat kekufuran dengan cara mengolok-olok 

atau secara keyakinan, secara penentangan maupun secara 

tindakan yang mengandung unsur kekufuran.   
 

                                                           
5
 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāni al-Hanafī, Badāi‟ al-Shanāi‟, Beirut: Dārul 

Kutūb al-„Ilmīyah, Juz VII, Cet. Ke-2, 1986, hal. 134. 
6
 Khalīl bin Isḥāq bin Musa al-Mālikī al-Miṣrī, Mukhtaṣar al-„Allāmah Khalīl, Kairo: Dāru al-

Ḥadīs, Cet. Ke-1, Juz I, 2005, hal. 238. 
7
 Imam al-Ghazali, al-Wasīṭ fi al-Mażhab, Kairo: Dāru al-Salām, Juz 6, Cet. Ke- 1, 1417, hal. 

425.  
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d. Ḥanabilah yang diwakili oleh al-Bahūtī al-Ḥanbalī (w. 1051), yakni:  

دَّح ٌ ٌْ٘اٌَ:ٌانااش ِ ٌٌِّثَؼْااذٌٌََٚكْف ااشٌ ٌنَّاازِ ٌٌَْٔ طْم اابٌإعْااَ يِ ٌْٔ ػْزمَِاابد اإٌٌِأَ ٌٌْٔشَااك بٌأَ ػ اابٌفِؼْاا  ٌٌأَ ْٕ ٌٌْٔطَ ٌأَ

.لٌ َْبصٌِ
8
   

Artinya: Riddah ialah seseorang yang kufur setelah memeluk agama 

Islam, baik perkataan, keyakinan, keraguan, tindakan atas 

kemauan sendiri maupun dengan cara bersenda gurau. 

 

2. Persepektif Ulama Kontemporer 

a. Sayyid Sabiq (1915-2000 M) mendefinisikannya dengan: 

دٌَّاٌِ ااسٌ ٌ:ح ٌنااش ِ ٌٌِِبسٌَِٛاازٌِبخٌْثٌٌِشٌِفْااكٌ انٌٌْٗنَااإٌٌِوٌَِ ٌعْااالٌِْْ ٌٍِػَااٌ غٌِبنٌِجَاانٌْاٌٌَ مٌِبلِااؼٌَنٌْاٌٌَ ىٌِهٌِغْااًٌ انٌٌْعٌ ٌْٕج 

ٌِ شٌَكٌْإٌٌٌٌٌَِْٔد ٌ .بسٌ ٌََالٌٌِْْٔ ٌسٌ ٌْٕكٌ نزٌُّاٌٌَكٌَنٌِرٌٌَٙفٌٌِاءٌ ٌَٕعٌٌَ,ذٌ دٌَأٌٌٌٍَْيٌٌِا
9

 

Artinya: Keluarnya seorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat 

dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, dengan 

kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, baik laki-

laki maupun perempuan. 

 

b. Menurut Wahbah al-Zuhaili (w.1932-2015 M) sebagaimana terdapat 

dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, yakni: 

دَّح ٌاٌِ ٌشٌِف ِاكًٌٌَ نٌْاٌٌَمٌِؼٌْفٌِبنٌْثٌٌٌِْٔأٌٌَخٌٌَِٛبنُ ٌِثٌٌِاءٌ ٌَٕعٌٌَ شٌِفٌْكٌ انٌٌْٗنٌَإٌٌِوٌَِ ٌعٌْالٌٌٌٌٍِِْْْٚدٌٌٌٍِْػٌٌَعٌ ٌْٕجٌ نشٌُّاٌٌَ:نش ِ

.بدا ٌمٌَزٌِاػٌٌِْٔأٌٌَبدا ٌٌَُػٌٌٌِْٔأٌٌَاءٌ ضٌٌَْٓزٌِعٌْإٌِ ّ ٌبنٌَلٌٌَاءٌ ٌَٕعٌٌٌََٔ لٌٌِْٕمٌَنٌْبثٌٌٌِْٔأٌَ
10

 

Artinya: Keluar dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, 

perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan orang yang 

bersangkutan dikategorikan kufur atau kafir. 

    

 

 

                                                           
8
 Al-Bahūtī al-Ḥanbalī, Kasysyāf al-Qinā‟ an Matn al-Iqnā‟, t.tp: Dāru al-Kutub al-„Ilmiyyah, 

Juz VI, t.th, hal. 167-168.  
9
 Sayyid Sabiq, Fikih al-Sunnah, Kairo: Daru Misra, Cet. Khusus, Juz II, t.th, hal. 286. 

10
 Wahbah al-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Damaskus: Dāru al-Fikr, Jilid VII, Cet. Ke-

1, 2011, hal. 5576. 
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2. Dasar Hukum Al-Riddah 

a. Dalam al-Qur’an al-Karim; 

1. Al-Qur‟an surah al-Nahl ayat: 106: 

ٌٍْ ٌٌِكَفَشٌٌَيَ ٌٌٍْثبِللَّّ ٌٌِّثَؼْذٌٌِيِ بَِ ًَ ٌٌٍْإِلٌٌَّإِٚ ٌٌَِيَ لهَْجّ  ٌٌأ كْشِ ٌَٔ ٌٍ ئِ ًَ طْ ٌٌٌِي  اب ًَ ٚ ٌٌٍْثبِلِْْ نَكِا ٌٌٍَْٔ ٌيَا

اٌثبِنْك فْشٌٌِشَشَحٌَ ىٌٌْصَذْس  ِٓ ْٛ ٌٌٍَغَضَتٌ ٌفَؼهََ ٌٌِيِ ٓ ىٌٌْاللَّّ نَ  .ػَظِٛىٌ ٌػَزاَةٌ ٌَٔ

Artinya: Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia 

mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa 

kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak 

berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk 

kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan 

mereka akan menimpa azab yang besar. (Q.s al-Nahl: 106).
11

 

 

Berkenaan dengan ayat di atas, menurut al-Imrānī ayat tersebut 

menjelaskan seseorang yang telah beriman (memeluk agama Islam) 

kemudian Ia mengkufurkan Allah Swt. Maka mereka akan mendapat 

kemurkaan dari Allah Swt, terkecuali bagi seorang yang kekufurannya 

atas paksaan orang lain dan dalam hatinya mereka tetap beriman.
12

 

 

 

        

 

 

 

                                                           
11

 Al-Qur‟an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Bandung: Penerbit Diponegoro, 

2013, hal. 279. 
12

 Imam al-„Imrānī, Al-Bayān fī Maẓhab al-Imām as-Syāfi‟i, Damaskus: Dāru al-Minhāj, Juz 

I, Cet. Ke-1, 2000 M, hal. 40-41. 
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2. Al-Qur‟an surah al-Maidah ayat 54: 

بٌٚبَ َٓ ٌٌٍَأَُّٚ اٌانَّزِٚ ٌٌٍْآيَُٕ  ُْك ىٌٌَْٚشْرذٌٌََّيَ ٌٌٍْيِ ٌٌِّػَ ْٕ ٌٌَدُِِٚا وٌ ٌاللَّّ ٌٌَٚاْرٌِْٙفَغَا ْٕ ٓ ىٌٌْثمَِا ٌٚ ذِاجُّ

ٌ ََّ ٚ ذِجُّٕ ٌٌٍَػَهٌَٗأرَِنَّخٌ ٌَٔ ؤْيُِِٛ  ً حٌ ٌانْ ٌٍَانٌٌْػَهٌَٗأػَِضَّ ٌٌٌَكَبفِشِٚ ذٔ  ِْ ٌٌِعَاجِٛمٌٌِفِاٌٙٚ جَب ٌاللَّّ

لٌَ ٌٌٌََٔ يَخٌٌََٚخَبفٕ  ْٕ ٌٌِفَضْمٌ ٌرنَِكٌٌَلَئِىٌ ٌنَ ٌٌِّاللَّّ ٌٌٍْٚ ؤْرِٛ اللَّّ ٌٌَٚشَبءٌ ٌيَ اعِغٌ ٌَٔ  .ػَهِٛىٌ ٌَٔ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa diantara kamu 

yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan 

mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan 

merekapun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap 

orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap 

orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak 

takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia 

Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, 

Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.s 

al-Maidah: 54).
13

 

 

3. Al-Qur‟an surah al-Nisa‟ ayat 137: 

ٌٌَّ ٌٌٍَإِ اٌانَّزِٚ ٔاٌص ىٌٌَّآيَُٕ  ٔاٌص اىٌٌَّآيَُ إاٌص اىٌٌَّكَفَش  اٌص اىٌٌَّكَفَاش  اٌاصْداَدٔ  ٌٌٍِنَاىٌٌْك فْاش  ٌاللَّّ ٌٌَٚك ا

ٌٓ ٌنَِٛغْفِشٌَ لٌٌَىٌْنَ ٓ ىٌٌَْٔ ذَِٚ ْٓ  .عَجِٛ  ٌٌنَِٛ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian 

beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, 

maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) 

menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus). (Q.s al-Nisa‟: 

137).
14

 

 

Berhubungan dengan ayat di atas, menurut al-„Imrānī terdapat dua 

penafsiran, yaitu; pertama, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musā 

kemudian tidak lagi beriman kepadanya, beriman lagi dengan Nabi Isā 

kemudian tidak lagi beriman kepadanya, dan beriman kepada Nabi 

Muhammad lalu tidak beriman lagi, maka Allah tidak akan mengampuni 

                                                           
13

 Al-Qur‟an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 117. 
14

 Ibid,. hal. 100. 



23 

 

 
 

mereka (berpindah-pindahnya dalam beragama); kedua, orang-orang yang 

beriman lalu tidak, orang-orang yang beriman lalu tidak sehingga mereka 

tetap atas kekafiran, maka Allah Swt tidak akan mengampuni kekufuran 

yang ketigakalinya.
15

  

4. Al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 217: 

ٌٍْ يَ ُْك ىٌٌَْٚشْرذَِدٌٌَْٔ ٌٌٍْيِ ٌٌِّػَا اذٌٌْدُِِٚا  ً ٌٌَٕفََٛ ْ ا نئَِاكٌٌَكَابفِشٌ ٌَٔ  ٔ ٓ ىٌٌْدَجِطَاذٌٌْفَْ ابن  ًَ ٌفِاٌٙأػَْ

َْٛبَ خِشَحٌٌِانذُّ ْٜ ا نئَِكٌٌََٔ أٔ  بٌْ ىٌٌْانَُّبسٌٌِذَبةٌ أصٌٌََْٔ َٓ ٌٌٌَفِٛ  .خَبنِذٔ 

Artinya: Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati 

dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan 

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya. (Q.s al-Baqarah: 217).
16

 

  

Terkait dengan ayat tersebut, al-„Imrānī memasukkan ke dalam bab 

“hukum murtad”. Jadi menurutnya ayat tersebut berhubungan dengan 

kemurtadan seseorang. Jika seseorang murtad, tetapi belum baligh, 

berakal, dipaksa, maka kemurtadannya tidaklah “sah”. Oleh sebab itu, 

pelaku murtad diharuskan sudah baligh, berakal dan tanpa ada paksaan 

dari luar. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tindakan (baik 

ucapan, perbuatan, maupun keniatan) kemurtadannya tidak sah.
17

 

Menurut Abdur Rahman Ibn Smith, ayat-ayat al-Qur‟an yang telah penulis 

sebutkan di atas, tidak satupun memberikan hukuman yang bersifat fisik, 

melainkan non fisik. Selain itu, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak 
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 Imam al-„Imrānī, Al-Bayān,,, Juz VII, hal. 52. 
16

 Al-Qur‟an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 34. 
17

 Imam al-„Imrānī, Al-Bayān,,, Juz VII, hal. 39. 
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satupun teks secara terang-terangan yang mengarah kepada sikap agresif dan 

emosional terhadap pelaku riddah. Sebaliknya, al-Qur‟an hanya menegaskan 

saksinya bersifat eskatalogis
18

 (pembalasan di hari akhir- kiamat); dan 

menegasikan sanksi fisik.
19

 

b. Dalam Hadis Nabi saw; 

1. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, diantaranya Imam 

al-Baihaqi, yakni: 

ُٚبَ ِ  ٔ س  ٌٌٌَدَذِٚشٌٌِفٌَِٙٔ ب ًَ ٌٌٍِػ ضْ ٌَ ٌثْ ٌٌٍِػَفَّب ٌٌِػَ  ٙ ٌٌِّالل ٌٌصَهٌَّٗانَُّجِ ْٛ عَاهَّىٌٌَػَهَ ٌلٌَ:ٌ"ٌَٔ

غْهِىٌ ٌايْشِاٌ ٌدوٌَ ٌَٚذِمٌُّ مٌ :ٌصََ سٌ ٌثئِِدْذٌَٖإِلٌٌَّي  ِّ ٌثَؼْاذٌٌَكَفَشٌٌَسَج  ٌٌْٔإِعْاَ يِ ٌثَؼْاذٌٌَصَََاٌٗأَ

 ِّ ٌٌْٔإِدْصَبَِ ْٛشٌٌَِفَْغ بٌلزَمٌٌََأَ ٌٌثِغَ اِ ٌ".)َفَْظ  َٔ مٌِٙسَ َٓ ْٛ (.انَْجَ
20

 

Artinya: Kami telah meriwayatkan hadis Usmān bin „Affān dari Nabi saw: 

“Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; 

yaitu: seseorang yang kafir setelah masuk Islam, atau berzina 

setelah menikah, atau membunuh jiwa”. (HR. Al-Baīhaqī). 

 

Berhubungan dengan hadis di atas, hadis di ataslah yang dijadikan 

argumentasi oleh al-„Imrānī terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku pria 

yang keluar dari agama Islam. Selain itu, hadis di atas menjelaskan 

halalnya darah seseorang (untuk dibunuh- versi al-„Imrānī), yaitu; 

pertama, seorang pria yang kufur setelah Ia memeluk agama Islam; kedua, 

                                                           
18

 Eskatalogi berasal dari bahasa Yunani, Eschatos berarti “terakhir” dan Logi yang berarti 

“studi tentang”. Adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada 

masa depan dalam sejarah dunia, atau nasib akhir dari seluruh umat manusia, yang biasanya dirujuk 

sebagai hari kiamat (hari akhir). Lihat; Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Eskatologi. Diunduh, Selasa, 30 

Oktober 2018, pukul 15.00 WIB. 
19

 Abdur Rahman Ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya, Jurnal 

Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam Vol. 22, No. 2, 2012, hal. 177. 
20

 Abū Bakar al-Baīhaqī, al-Sunan al-Ṣaghīr, Pakistan: Jāmi‟ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Juz 

3, Cet. Ke-1, 1989, hal. 227. 
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seorang laki-laki yang sudah mempunnyai hubungan pernikahan lalu 

berzina; dan ketiga, seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa 

orang lain.
21

 

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, yakni: 

اقٌٌِػَجْذ ٌٌدَذَّصَُبَ صَّ اشٌ ٌأَََابٌانشَّ ًَ ٌٌٍْيَؼْ ٌٌٍْأَُّٚإةٌٌَػَا ْٛاذٌٌِػَا ًَ ٌٌٍِد  اَ لٌ ٌثْا ٌٌِِْ  ٘ ِٔ ٌٌٍْػَاٌانْؼَاذَ

ٌلبَلٌٌَث شْدحٌٌََأثَِٙ

ٕعٌَٗأثٌَِٙػَهٌَٗلَذِوٌَ ؼبَر ٌٌي  ٌٍ ٌي  ٌٌٍِجَجَمٌ ٌثْ ًَ مٌ ٌفئَِراٌَثبِنَْٛ ُْذَِ ٌٌسَج  ٌلَابلٌٌََْازاٌَيَابٌلَابلٌٌَػِ

اامٌ  ٌٌٌَسَج  ٓ ٕدِٚ اابٌكَااب دٌٌَص ااىٌٌَّفَْعَْااهَىٌٌََٚ َّٕ اا َٓ ٌٍ ٌرَ ََذْاا عْااَ وٌٌِػَهَااٌَٗ شِٚااذِ  ٌٌَٔ ااز ٌٌالِْْ ُْ ٌلَاابلٌٌَي 

ٌٌٍِأدَْغَجّ  ٌ ْٚ شَ ْٓ ٌٌِبلٌَفمٌٌََشَ اللَّّ اٌدَزٌَّٗألَْؼ ذ ٌٌلٌٌََٔ اشِثذٌٌَْػ ُ مَّ ٌٌرضَْشِثٕ  ٌفمََابلٌٌَػ ُ م اّ ٌٌفَض 

سَع اإنّ  ٌٌاللَّّ ٌٌلَضَاٗ ٌٌٌََّٔ ٌٌٍْأَ ٌٌٍْسَجَااغٌٌَيَاا ٌٌِّػَاا ُِْٚاا ِ ٌٌدَ ٌٌْٔفَاابلْز هٕ  ٌٌٍْلَاابلٌٌَأَ َُْٚااّ ٌٌثَااذَّلٌٌَيَاا ٌدَ

ٌ ِ اِ ٌ) فبَلْز هٕ  َٔ ذٌٌْسَ ًَ (.أدَْ
22

 

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Abdur Razzāq telah memberitakan 

kepada kami Ma'mar dari Ayyūb dari Ḥumaīd bin Hilāl al-

'Adawī dari Abī Burdah, Ia berkata; Mu'ādz bin Jabal 

mendatangi Abū Musā di Yaman, sedang seseorang berada di 

dekatnya. Mu'ādz berkata; Siapa dia? Abū Musā menjawab; 

Seseorang yang dulunya Yahudi kemudian masuk Islam lalu 

kembali menjadi Yahudi lagi, kami menginginkannya tetap 

memeluk Islam sejak dua bulan saya tahan. Berkata Mu'ādz; 

'Demi Allah aku tidak akan singgah sebelum kau memenggal 

lehernya.' Kemudian orang itu pun dipenggal lehernya, kemudian 

Mu'ādz berkata; 'Allah dan Rasul-Nya menetapkan, barangsiapa 

yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia. Atau berkata; 

'Barangsiapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia.' (HR. 

Imam Aḥmad). 
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Berhubungan dengan hadis di atas ialah bahwa murtad termasuk 

salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. 

Hukuman mati ini berlaku bagi pelaku riddah, baik laki-laki maupun 

perempuan dengan syarat-syarat tertentu (semisal, pelaku sudah baligh, 

berakal, dan tanpa ada paksaan dari pihak luar). Selain itu, sanksi 

hukuman pelaku riddah bagi kaum perempuan para ulama mażhab 

(Malikiyyah, Syafi‟iyyah dan Ḥanabilah) sepakat atas ditetapkannya 

hukuman mati, kecuali Ḥanafiyyah sebagaimana dikutip oleh al-„Imrānī, 

yang mengatakan bahwa sanksi hukum bagi perempaun ialah dipenjarakan 

dan diminta agar memeluk agama Islam kembali.
23

   

3. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, diantaranya Imam Bukhari 

dan Imam Muslim, yakni: 

ٌٌُّٙدَذَّصَُبَ ِ ٌػَجْذٌٌٌٍِ ثٌٌْػَهِ ٌ  ٌدَذَّصَُبٌَاللَّّ ٌٌٍْع افْٛبَ ٌٌٍْأَُّٚإةَ ٌػَا ٌٌٌَّػِكْشِيَاخَ ٌػَا ٌػَهِٛ ابٌأَ

ٌَٙ ُّْ  ٌاللَّّ ٌٌسَضِ قٌٌَػَ ب ٌدَشَّ ي  ْٕ ٌٌٍَفجَهَغٌٌََلَ ٌٌاثْ ٌْٕ:ٌفمَبَلٌٌَػَجَّبط  ُْذٌ ٌنَ ٓ ىٌٌْنَاىٌٌْأََبٌَك  لْ ٌأ دَاش ِ

ٌٌَّ ٌٌَّٙلَِِ ٌٌِّالل ٌٌصَهٌَّٗانَُّجِ ْٛا عَاهَّىٌٌَػَهَ اٌلٌَ :لَابلٌٌََٔ ثٕ  ٌٌِثِؼَازاَةٌٌِر ؼَاز ِ ٓ ىٌٌْ اللَّّ نمَزَهَْاز  ابٌَٔ ًَ ٌكَ

ٌٌُّٙلَاااابلٌَ ٌٌِّالل ٌٌصَااااهٌَّٗانَُّجِاااا اااا ْٛ عَااااهَّىٌٌَػَهَ َٔ( :ٌٍْ ِ ٌ دَُِٚااااّ ٌٌثَااااذَّلٌٌَيَاااا اِ ٌ(ٌ)فَاااابلْز هٕ  َٔ ٌسَ

ٌْ٘ (.انَْج خَبسِ
24

 

Artinya: „Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami, Sufyān telah 

menceritakan pada kami dari Ayyūb dari „Ikrimah, bahwa „Ali 

ra. “Sesungguhnya „Ali telah menghukum mati suatu kaum 

dengan cara dibakar api. Hal itu disampaikan kepada Ibnu 

„Abbās ra; lalu ia (Ibnu „Abbās) berkata,” Jika saya (yang 
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menghukum), niscaya saya tidak akan membakarnya. Sebab, 

Nabi saw bersabda, “Janganlah kalian menghukum dengan 

hukumannya Allah (hukuman membakar). Dan aku (Ibnu 

„Abbās) akan menghukum mereka dengan hukuman mati 

(bunuh), sebagaimana sabda Nabi saw, “Siapa saja yang 

mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (HR. al-Bukhari). 

 

Hadis yang telah penulis sebutkan di atas sebagai dasar hukum 

penetapan hukuman mati bagi perempuan, karena menurut al-„Imrānī 

hadis di atas menunjukkan khitab umum (ُله ل تُْلُ  kembali " ل" karena dhamir (فَاق

kepada " تْ  yang meliputi jenis kelamin pria maupun perempuan. Oleh "مَا

karenanya, Ia menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku riddah tanpa 

membedakan jenis kelamin, karena menurutnya memang mengkhitabi 

umum (baik pria maupun perempuan).
25

 

4. Hadis riwayat al-Baīhaqī, yakni: 

ااذ ٌٌثَكْااشٌ ٌأثَ اإٌأخَْجَشَََااب ًَ ٌٍ ٌأدَْ ااذٌٌِثْاا ًَّ ذَ ٌٌٍِي  ٌٌُّٙأَجااٌْمِٛااّ  انْفٌٌَانْذَاابسِسٌٌِثْاا ٌٍ ٌػَهِاا ااشٌٌَثْاا ًَ ٌػ 

ٛىٌ ٌصُبٌانْذَبفِظ   ِْ ٌٍ ٌإثِْشَا اذٌٌِثْا ًَّ ذَ ٌٌٍِي  ٌٌِثْا  ٙ ٌٌٍِػَهِا ٌٍ ٌََجِاٛخٌ ٌصُابٌثَطْذَاب ٌثْا ٛىٌٌَثْا ِْ ٌإثِْاشَا

 ُّ٘ شِ ْْ شٌ ٌصُبٌانضُّ ًَ ٌٍ ٌيَؼْ ُّ٘ ٌثَكَّبسٌ ٌثْ ٛىٌ ٌصُبٌانغَّؼْذِ ِْ ٌٍ ٌإثِْاشَا اذ ٌٌصُابٌعَاؼْذ  ٌثْا ًَّ ذَ ٌٍ ٌي  ٌثْا

ااذٌِ ْٛ ٌٌٍِػ جَ ٌٌٍِجَااخَ ػ زٌٌْثْاا ِ ٌػَاا  ٘ ااشِ ْْ ٌٌٍْانضُّ ااذٌٌِػَاا ًَّ ذَ ٌٌٍِي  ُْكَااذِسِ ٌثْاا  ً ٌٌٍْانْ ٌٌَّ"ٌٌجَاابثِشٌ ٌػَاا ٌأَ

بٌٚ مبَلٌ ٌايْشَأحَ ٌ َٓ ٌَ ٌأ وٌُّ:ٌنَ ا َٔ ٌٌٍِاسْرذََّدٌٌْيَشْ عَْ وِ ٌػَ ٌٌُّٙفَْيََشٌٌَالِْْ ٌٌِّالل ٌٌصَهٌَّٗانَُّجِ ْٛ ٌػَهَ

عَاااهَّىٌَ ٌٌٌَْٔ ااابٌٚ ؼْاااشَ ٌٌَأَ َٓ ْٛ عْاااَ و  ٌػَهَ ٌٌٌْالِْْ إِلٌٌَّذٌْسَجَؼَاااٌفَااائِ اِ ٌ) "ٌل زهَِاااذٌٌَْٔ َٔ ٌسَ

مِٙ َٓ ْٛ (.انَْجَ
26

 

Artinya: Abū Bakar Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥāris al-Faqīh telah 

menghabarkan kepada kami, „ali bin „Umar al-Ḥāfidz telah 
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memberitahukan kepaka kami, Ibrāhīm bin Muḥammad bin „Ali 

bin Baṭḥā, Najīḥ bin Ibrāhīm al-Zuhrī telah menceritakan kepada 

kami, Ma‟mar bin Bakkār al-Sa‟dī telah menceritakan kepada 

kami, Ibrāhīm bin S‟ad telah menceritakan kepada kami, 

Muḥammad bin „Ubaīd bin „Utbah telah menceritakan kepada 

kami dari al-Zuhrī dari Muḥammad bin al-Munkadir dari Jābir 

“Bahwa seorang perempuan yang bernama Ummu Marwān telah 

keluar dari agama Islam, lalu persoalannya sampai kepada Nabi, 

lalu Nabi menyuruh para sahabat untuk mengajaknya bertaubat. 

Apaliba ia bertaubat, maka biarkan, tetapi jika ia tidak bertaubat 

maka bunuhlah. (HR. Al-Baīhaqī). 

 

Hadis di atas menjelaskan hukuman pidana mati bagi pelaku riddah. 

Namun, perlu dicatat, bahwa perintah dalam hadis di atas bagi pelaku 

riddah tidak serta merta langsung dijatuhi hukuman pidana mati. Akan 

tetapi diajak kembali kepada “agama” Islam, jika enggan barulah diberi 

sanksi hukuman mati.
27

 

3. Unsur-unsur Riddah Serta Macamnya 

Sehubungan dengan unsur-unsur riddah dalam beberapa buku, riddah 

diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni: 

a. Kembali (keluar) dari Islam; dan 

b. Adanya niat melawan hukum.
28

  

Unsur pertama, pengertian kembali (keluar) dari Islam adalah 

meninggalkan agama Islam yang diyakininya.
29

 Kelaur dari agama Islam itu 

dapat terjadi dengan salah satu empat cara, yakni:
30
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1. Riddah dengan keyakinan; 

Sehubungan dengan riddah dengan keyakinan atau „itikad para ulama 

fikih sepakat atas kekufuran (murtad) seseorang yang menyekutukan Allah 

Swt, menentangnya, meniadakan sifat-sifatnya, meyakininya ia beranak, dan 

atau meyakini dunia ini bersifat qidam bahkan kekal maupun lainnya.
31

 

2. Riddah dengan perkataan; 

Keluar dari Islam juga dapat terjadi dengan keluarnya ucapan dari 

mulut seseorang yang berisi kekafiran. Contohnya idem dengan point riddah 

no satu. Hanya saja, jika seseorang baru ber‟itikad dalam hatinya semata dan 

tanpa dibarengi dengan ucapan atau perbuatan, maka masih dianggap 

beriman sebagaimana sabda Nabi saw:
32

 

غْاهِىٌ ٌدَذَّصَُبَ ٌٍ ٌي  ٛىَ ٌثْا ِْ شَابو  ٌدَاذَّصَُبٌَإثِْاشَا ٌٌٍْلزَاَبدحَ  ٌبدَاذَّصٌٌََُِْ سَاسَحٌٌَػَا ٌٌٍِص  فَاٗ ٌثْا ْٔ ٌأَ

ٌٍْ ْٚشَحٌٌَأثٌَِٙػَ ٌٌَْٙ شَ ُّْ  ٌاللَّّ ٌٌسَضِ ٌٌٍِػَ ٌٌِػَ  ٙ ٌٌِّالل ٌٌصَهٌَّٗانَُّجِ ْٛ عَاهَّىٌٌَػَهَ ٌٌَّ: لَابلٌٌََٔ ٌٌَإِ ٌاللَّّ

صٌَ َٔ ٌٌٍْرجََاااب زِاااٌٙػَااا ٌٌِّدَاااذَّصذٌٌَْيَااابٌأ يَّ ب ٌثِااا َٓ َْف غَااا ااامٌٌْنَاااىٌٌْيَااابٌأَ ًَ ٌٌْٔرؼَْ اِ ٌ.)راَاازكََهَّىٌٌْأَ َٔ ٌسَ

ٌْ٘ (.انَْج خَبسِ
33

 

Artinya: Muslim bin Ibrāhīm telah menceritakan pada kami, Hisyām telah 

menceritakan pada kami, Qatādah telah menceritakan pada kami 

dari Zurārah bin Aūfā dari Abī Huraīrah r.a dari Nabi saw, Ia 

bersabda: sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku pada 

                                                                                                                                                                      
29

 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, hal. 101.  
30

 Versi buku “Hukum Pidana Islam” karya Rokhmadi dan Ahmad Wardi Muslich murtad 

dapat terjadi dengan tiga sebab, yaitu; kecuali riddah dengan sebab meninggalkan perintah Allah 

diserati adanya melawan hukum.   
31

 Al-Maūsū‟ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah, Juz 22, hal. 183.  
32

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. 123. 
33

 Imam Bukhari, Ṣaḥiḥ Bukhari, Tahqiq: Muhammad Zuhaīr bin Nāṣir al-Nāṣir, t.tp: Dāru 

Tūq al-Najāh, Juz VII, Cet. Ke-I, 1422, hal. 46. 
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sesuatu yang terbesik dalam hatinya selama tidak melakukan 

ataupun mengungkapnya. (HR. al-Bukhari). 

3. Riddah dengan perbuatan dan; 

Ulama fikih bersepakat, riddah juga dapat disebabkan dengan 

perbuatan, diantaranya; meletakkan muṣhaf al-Qur‟an ke tempat yang kotor, 

menyembah berhala, matahari maupun bulan dan lainnya. Lebih lanjut, 

menurut Syafi‟iyyah dan Malikyyah, termasuk tindakan murtad ialah 

menjatuhkan sebagian muṣhaf al-Qur‟an ke tempat yang kotor dan atau 

setiap perbuatan yang mengarah terhadap pelecehan al-Qur‟an. Bahkan 

Ḥanafiyyah mengatakan bahwa setiap tindakan ejekan secara terang-terangan 

yang mengarah kepada Islam-pun dianggap kufur.
34

        

4. Riddah dengan meninggalkan (perintah agama). 

Semisal, sengaja meninggakan (tidak melakukan) shalat, zakat, haji, 

puasa maupun lainnya disertai niat melawan hukum (menganggap perintah 

tersebut tidak wajib). Demikian menurut kesepakatan para ulama fikih. 

Sedangkan meninggalkan shalat karena malas terdapat tiga (3) pendapat; 

pertama, tetap terpidana mati dan ini pendapat riwayat dari Aḥmad, Sa‟īd bin 

Jubīr, „Āmir al-Sya‟bī, Ibrāhīm al-Nakha‟ī, Abū „Amar, al-Aūzāī, Ayyūb al-

Sakhtiyānī, „Abdullah bin Mubārak, Isḥāq bin Rāhawīh, „Abd al-Mulk bin 

Ḥabīb (Malikiyyah) dan merupakan salah satu pendapat mażhab al-Syafi‟i 

yang diceritakan oleh al-Ṭaḥāwī dari Imam al-Syafi‟i dan diceritakan pula 

                                                           
34

 Al-Maūsū‟ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah, Juz 22, hal. 186.  
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oleh Abū Muḥammad bin Ḥazm dari „Umar bin al-Khaṭṭāb, Mu‟āż bin Jabal, 

„Abd al-Raḥman bin „Aūf, Abū Huraīrah dan lainnya dari sekelompok 

Sahabat. Pendapat kedua, dipidana mati, ini pendapatnya Imam Malik, Imam 

al-Syafi‟i dan riwayat yang lain dari Imam Aḥmad; pendapat ketiga, seorang 

yang meninggalkan shalat karena malas dihukumi Fāsiq (berdosa) dan 

dipenjarakan hingga mau melaksanakan shalat, dan ini pendapat dari mażhab 

Ḥanafiyyah.
35

 

Unsur kedua ialah adanya niat melawan hukum (kesengajaan). Menurut 

al-Syafi‟i sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, pelakunya harus berniat 

(senagja) melakukan kekufuran, dan tidak cukup dengan perbuatan atau ucapan 

yang mengandung kekufuran semata.
36

 Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw, 

yakni: 

ٌٌُّ٘دَذَّصَُبَ ذِ ْٛ ًَ ٌٌِػَجْذ ٌٌانذ  ٌٍ ٌاللَّّ ْٛاشِ ٌثْا ثَ ٌ  ٌدَاذَّصَُبَ:ٌلَابلٌٌَانضُّ ٌٍ ٌَٚذَْٛاٌٗدَاذَّصَُبَ:ٌلَابلٌٌَع افْٛبَ ٌثْا

ُّ٘ ٌعَؼِٛذٌ  َْصَبسِ ذ ٌٌٙأخَْجَشٌََِ:ٌلبَلٌٌَالَِ ًَّ ذَ ٌٍ ٌي  ٛىٌٌَثْ ِْ ُّٙ ٌإثِْشَا ا ًِ ْٛ غٌٌَأَََّاّ ٌٌانزَّ ًِ اخٌٌَعَا ًَ ٌٌٍَػَهْمَ ٌثْا

ٌ لَّبص  ٌَٔ َّٙ ْٛضِ لٌ ٌانهَّ ؼْذٌ :ٌٚمَٕ  ًِ شٌٌَعَ ًَ ٌٌٍَػ  ٌٌَٙانخَطَّبةٌٌِثْ ُّْ ٌٌاللَّّ ٌٌسَضِ ُْجَشٌٌِػَهٌَٗػَ ًِ :ٌلَابلٌٌَان

ؼْذٌ  ًِ ٌٌِسَع ٕلٌٌَعَ ٌٌِّالل ٌٌصَهٌَّٗاللَّّ ْٛ عَهَّىٌٌَػَهَ لٌ ٌَٔ بإٌََِّ: ٚمَٕ  بلٌ ًٌَ ًَ ابٌثبِنُ َِّٛابدِ ٌالِػَْ ًَ إََِّ ٌنِك ام ٌٌَِٔ

ٖ ٌيَاابٌايْااشِاٌ  َٕ ٌٌٍََْاا اا ًَ جْشَر ااّ ٌٌكَبََااذٌٌْفَ ََْٛاابٌإنَِااٌِْٗ ب ٌد  َٓ ٌٌْٔٚ صِااٛج  ااب ٌايْااشَأحٌَ ٌإنَِااٌٗأَ َٓ ُْكِذ  ٌَٚ

جْشَرّ  ٌ ِٓ ٌٌَِّْبجَشٌٌَيَبٌإنٌَِٗفَ ْٛ اِ ٌ.ٌ)إنَِ َٔ زَّفكٌَ ٌسَ ٌٌِّي  ْٛ (.ػَهَ
37
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 Dikutip oleh Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, hal. 103. 
37

 Imam Bukhari, Ṣaḥiḥ Bukhari, Tahqiq: Muhammad Zuhaīr bin Nāṣir al-Nāṣir, t.tp: Dāru 

Tūq al-Najāh, Juz 1, Cet. Ke-I, 1422, hal. 6. Dalam Imam Muslim, Juz 3, hal. 1515. Lihat pula dalam: 

Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā bi al-Asār, Juz X, hal. 174.  
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Artinya: Al-Ḥumaīdī „Abdullah bin al-Zubaīr telah menceritakan pada kami, Ia 

berkata: Sufyān telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Yaḥyā bin 

Sa‟īd al-Anṣārī, Ia berkata: Muḥammad bin Ibrāhīm al-Taīmī telah 

menceritakan padaku, bahwa ia mendengar langsung (dari) „Alqamah 

bin Waqāṣ al-Laīsī, „Alqamah bin Waqāṣ al-Laīsī berkata: Saya 

mendengar „Umar bin al-Khaṭṭāb r.a di atas Minbar seraya berkata: 

Saya mendengar Rasulallah saw bersabda: Segala amal itu tergantung 

niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya, 

barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka 

hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa 

hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, 

atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu 

ke arah yang ditujunya. (HR. al-Bukhari). 

Berkenaan dengan hadis di atas, fungsi asbāb al-wurūd
38

 yaitu untuk 

mempertegas makna lafal di atas. Jadi, niat merupakan prasyarat diterimanya 

amal perbuatan seseorang. Oleh karena itu, kaidah yang dipakai terkait dengan 

asbāb al-wurūd adalah al-ibrah bi umūm al-lafẓ lā bikhuṣūṣ al-sabab.
39

 Dengan 

artian “suatu lafal (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum 

(„am), mujmal maupun mutlaq (yang berlaku umum) harus difahami dari sudut 

keumumannya, bukan hanya dari latarbelakang turunnya suatu ketentuan”. 

Dengan demikian, ketentuan umum itu-pun berlaku terhadap kasus-kasus 

cakupannya, meskipun memiliki latarbelakang berbeda. Sebab jika dalil al-

Qur‟an maupun al-Hadis hanya difahami dalam konteks ketika diturunkannya, 

                                                           
38

 Berkenaan dengan hadis di atas pada intinya ada seorang laki-laki yang ikut hijrah ke 

Madinah bersama Nabi, tetapi keikutsertaannya bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala, tetapi 

untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Lihat dalam; M. A. Tihami dkk, Fikih 

Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, hal. 257.     
39

 Muhammad Nuruddin, Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial, 

Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, hal. 48. Jurnal dipublikasikan. 
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maka akan banyak sekali kasus yang tidak dapat mendapatkan kepastian 

hukum.
40

 

Sementara persepektif Imām Mālik, Abū Ḥanifah, dan Syī‟ah Zaīdiyyah, 

riddah cukup dengan ucapan yang menunjukkan kekafiran, tidak diperlukan 

adanya niat kufur. Bahkan Abū Ḥanifah dan Aḥmad Ḥanbali mengatakan, 

bahwa perbuatan dan ucapan yang main-main juga dapat mengakibatkan 

kekafiran jika mengandung arti kufur, dan ia memiliki kebebasan (tidak 

dipaksa), dan ia mengetahui arti ucapan dan perbuatannya itu.
41

    

Sehubungan dengan unsur riddah yang terdiri dari dua jenis; pertama 

kembali (keluar) dari Islam; dan kedua adanya niat melawan hukum serta 

klasifikasi riddah yang meliputi; keyakinan ( إُاَُ قدتُقَااُإُعتُلت ), perbuatan ( َُاَُ قلتُعَاافتُلت ), 

perkataan ( َُاَُ التُهَُتْالت ), dan meninggalkan perintah ( َُُكلُقرإُلُ ااَُ اوَُلإ اللإُُرإُامإ ) dapat dijatuhkan 

atau dikenakan hukuman mati apabila pelakunya; baligh, berakal sehat, tidak 

ada paksaan dari luar dan disertai melawan hukum.
42

 Untuk lebih jelasnya 

berikut penulis kemukakan di bawah ini: 

1. Baligh (Dewasa). 

Pijakan pidana mati tersebut dapat dijatuhkan manakala pelaku riddah 

tersebut sudah dewasa (baligh). Sehubungan dengan baligh, penulis akan 

menguraikannya dari sudut pandang usia, baik persepektif ulama mażhab 

                                                           
40

 Kaidah di atas banyak diterjemahkan “la” dengan “bukan”, yang benar menurut Sahal 

Mahfudh adalah “bukan hanya”. Lihat selengkapnya dalam; Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, hal. 

50. 
41

 Dikutip oleh Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, hal. 103-104.  
42

 Imam al-„Imrānī, Al-Bayān,,, Juz VII, hal. 39. 
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maupun Perundang-undangan. Untuk memudahkannya penulis membuat 

tabel sebagai berikut: 

NO Persepektif Ulama Mażhab 

dan Perundang-undangan 

Baligh Bagi 

Laki-laki 

Berdasarkan 

Usia 

Baligh Bagi 

Perempuan 

Berdasarkan 

Usia 

1 Imām Abū Ḥanifah 18 tahun 17 tahun 

2 Imām Mālik 17 tahun 16 tahun 

3 Imām al-Syafi‟i 15 tahum 15 tahun 

4 Imām Ḥanbali 15 tahun 15 tahun 

5 Ibn Ḥazm 19 tahum 17 tahun 

6 UU Perkawinan tahun 1974 21 tahun 19 tahun 

7 Kompilasi Hukum Islam 19 tahun 16 tahun 

8 KUHP 21 tahun 19 tahun 

Nb: Minimal usia baligh bagi perempuan menurut Hanafiiyah yaitu berusia 9 

tahun Masehi. Demikian pula menurut Syafi‟iyyah, Hanabilah.
43

 

Jadi, bagi pelaku riddah yang belum dewasa tidak dapat dipidana 

hukuman mati, karena belum memenuhi persyaratan penjatuhan hukuman 

riddah tersebut. 

2. Berakal Sehat. 

Riddah yang dilakukan oleh seorang yang tidak dalam keadaan atau 

dalam kondisi akal tidak sehat (gila), maka mereka tidak dapat dihukumi 

murtad. Dengan demikian baligh dan berakal sehat merupakan prasyarat 

yang harus ada dalam diri pelaku riddah yang dapat dipidana mati. Paralel 

dengan ini, Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa pelaku tindakan riddah itu 

ialah seorang yang telah dewasa serta berakal sehat. Oleh sebab itu, riddah 
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 Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, al-Maūsū‟ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah, 

Juz 8, hal. 193.  
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yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila tidak termasuk tindakan yang 

dapat dikenai hukuman mati.
44

 

خْزَِٛابسٌْ dan (Berniat Melawan Hukum) انَْمصَْذ ٌ .3  -(Atas Kehendaknya Sendiri) الَِْْ

tanpa ada paksaan dari luar. 

Artinya tindakan riddah itu dilakukan secara sadar dengan kehendak 

sendiri. Oleh sebab itu, tindakan seorang Muslim karena terpaksa (ada 

tekanan dari luar) mengucapkan kalimat kufur, maka ia tidak dapat dihukumi 

Murtad. Selain yang telah disebutkan di atas, menurut Muhammad Rawas al-

Qalahji pelaku riddah dapat dijatuhi hukuman mati apabila riddah-nya 

tersebut dilakukan seorang Muslim (Islam). 

    

4. Islam (Beragama Islam) 

Pidana mati dapat dijatuhkan manakala pelakunya tersebut beragama 

Islam. Dalam artian ia adalah seorang yang sebelumnya sudah memeluk 

agama Islam, kemudian ia meninggalkan agama Islam dan pindak ke agama 

selain Islam. Oleh sebab itu, hukuman riddah tidak berlaku bagi orang 

Yahudi yang meninggalkan agamnaya dan pindah ke agama Kristen atau 

sebaliknya. Artinya tindakan riddah itu dilakukan oleh seorang yang 

beragama Islam, baligh dan berakal sehat.
45
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 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 318. 
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4. Sanksi Hukum bagi Pelaku Riddah 

Hukuman bagi pelaku riddah menurut „Abd al-Qādīr „Aūdah sebagaimana 

dikutip oleh Rokhmadi dalam bukunya Hukum Pidana Islam terdapat tiga (3) 

sanksi hukum, yakni:
46

 

a. Pidana mati sebagai hukuman pokoknya 

Pidana mati sebagai hukuman pokok ini dapat dilakukan apabila telah 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang meliputi; pertama, sudah dewasa 

(baligh); kedua, berakal sehat; ketiga, berniat melawan hukum dan atas 

kehendaknya sendiri, dan terakhir beragama Islam. Jika syarat-syarat tersebut 

telah terpenuhi, maka pidana mati dapat dijatuhkannya, baik bagi seorang 

pria, wanita tua maupun muda. Demikian menurut ulama Syafi‟iyyah dan 

Ḥanabilah. 

Lain hal-Nya menurut ulama Ḥanafiyyah dan Mālikiyyah. Menurut 

Ḥanafiyyah yang dikutip oleh Wardi Muslich, bahwa seorang wanita tidak 

dihukum mati karena kemurtadannya, melainkan dipaksa untuk bertaubat 

serta ditawari untuk kembali ke agama Islam. Jika enggan, maka ia tetap 

dipenjara hingga menyatakan memeluk kembali agama Islam atau sampai 

meninggal dunia.
47

 Demikian pula seorang anak yang belum mumayyiz.
48

    

b. Hukuman pengganti 
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 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, hal. 105-107. 
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 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, Badāi‟ al-Ṣanāi‟, Beirut: Dārul 
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Hukuman mati untuk riddah berlaku dua keadaan, yaitu: 

1. Jika hukuman pokok gugur karena bertaubat, maka hakim menggantinya 

dengan hukuman ta‟zir yang sesuai dengan keadaan pelakunya, seperti 

hukuman cambuk, penjara, denda, atau dengan dipermalukan. 

2. Jika hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pandangan Abū 

Ḥanifah yang menggugurkan pidana mati bagi perempuan dan anak-anak, 

maka dalam kondisi seperti ini pelakunya dipenjara dengan masa 

hukuman yang tidak terbatas dan mereka tetap dipaksa untuk kembali ke 

agama Islam. 

c. Hukuman tambahan 

Hukuman tambahan bagi pelaku riddah terdapat dua macam jenis, 

yakni: 

1. Penyitaan barang atau perampasan 

Menurut Imām Mālik, Imām al-Syafi‟i, jika pelaku riddah telah 

terpidana mati, maka seluruh hartanya tidak boleh diwariskan kepada 

siapapun, tetapi disita oleh Negara. 

2. Berkurangnya untuk melakukan aktifitas 

 Selama masih dalam keadaan riddah, maka aktifitasnya 

ditangguhkan keabsahannya. 
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B. Kerangka Teori tentang Metode Istinbāṭ Hukum 

1. Pengertian Metode Istinbāṭ Hukum 

Istinbāṭ merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.
49

 

Jalan istinbāṭ ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran 

hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur 

cara penggalian hukum (ṭurūq al-istinbāṭ) dari naṣ.
50

 Secara terminologi istinbāṭ 

ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber 

(al-Qur‟án dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan 

hukum dari sumbernya.
51

 

Keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istinbāṭ adalah suatu 

upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-

hukum syara‟dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan 

pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani 

menganggap istinbāṭ sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan 

dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbāṭ.
52

 

Untuk memahami syari‟at Islam, ulama uṣūliyyin mengemukakan dua 

bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (lafżiyah) dan 
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melalui pendekatan maqāṣid al-syari‟ah (tujuan syara‟ dalam menetapkan 

hukum).
53

 

2. Bentuk-bentuk Istinbāṭ Hukum 

Sumber utama fiqh ialah al-Qur‟an dan al-Sunnah. Untuk memahami teks-

teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan 

istinbāṭ hukum. Dalam kajian ushul fiqh para uṣūliyyin membagi:
54

 

a. Metode bayani 

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan al-

qawā‟id al-uṣūlliyah al-lughawiyyah, atau dalālah al-lafal yaitu dalil yang 

digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafal, suara 

atau kata.
55

 Pemahaman suatu naṣ dari segi lafal, ulama ushul fiqh 

memberikan klasifikasi yang sangat rinci. 

 

b. Metode Ta’lili 

Metode istinbāṭ ta‟lili adalah metode istinbāṭ yang bertumpu pada „illat 

disyari‟atkannya suatu ketentuan hukum.
56

 Metode ini merupakan metode 

yang berusaha menemukan „illat (alasan) dari pensyariatan suatu hukum. 

Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang 

diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan 
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hikmah yang ingin dicapainya.
57

 Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan 

logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia 

sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang 

ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode 

ta‟lili.
58

 

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya 

metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur‟an dan Hadis 

dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan „illat.
59

 Atas dasar 

„illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum 

yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap „illat 

yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran 

metode ta‟lili adalah qiyas dan istiḥsan.
60

  

c. Metode Istiṣlaḥi 

Metode istiṣlaḥi adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas 

kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah 

tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru 

digunakan bila metode bayani dan ta‟lili tidak dapat dilakukan. Metode ini 

merupakan perpanjangan dari metode ta‟lili, karena sama-sama didasarkan 
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kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan ketentuan adalah 

untuk kemaslahatan umat-Nya.
61

 

Penggunaan metode tersebut  di atas ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (maqāṣid) yang ingin 

dicapai dan dipertahankan oleh syari‟at melalui aturan-aturan yang 

dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu 

dlarūriyyat, ḥājiyyat, dan tahṣīniyyat.
62

 

3. Maqāṣid al-Syari’ah dan HAM 

Di antara konsep yang relevan dengan HAM ialah rumusan fuqaha tentang 

al-ḍaruriyyah al-khamsah atau biasa dikenal dengan maqāṣid al-syari‟ah. 

Berdasarkan analisa fuqaha, bahwa tujuan syari‟ah adalah untuk memelihara 

kebebasan beragama (hifz al-din), memelihara diri atau menjaga kelangsungan 

hidup (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan memlihara 

harta (hifz al-mal). Pemaknaan maqāṣid al-syari‟ah tersebut persepektif HAM 

dimaknai sebagai berikut: 

1. Hifz al-din, berarti hak untuk beragama dalam berkerpercayaan, serta 

mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Selain 

itu, berarti pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara dan 

melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan sesuai 

dengan pilihannya. 
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2. Hifz al-aql, berarti hak memlihara dan mengembangkan akal 

pemikiran.termasuk dalam pengertian ini ialah hak memperoleh pendidikan, 

serta hak mendapatkan dan mengekspresikan hasil pendidikan serta hak 

mendapatkan perlindungan serta berbagai hasil karya dan kreatifitas 

intelektual lainnya. 

3. Hifz al-nafs, berarti hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa, 

ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh 

kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan dan 

kesejahteraan. 

4. Hifz al-nasl wa al-a‟ardl, berarti hak untuk berkeluarga, hak memperoleh 

keturunan (reproduksi), hak bertempat tinggal yang layak, serta hak 

memperoleh perlindungan kehormatan. 

5. Hifz al-mal, berarti hak untuk memperoleh usaha dan upaya yang layak, 

memperoleh jaminanperlindungan atas hak miliknya dan kebebasan 

mempergunakannya untuk keperluan dan kesejahteraan hidupnya.
63

       

Dengan begitu, tentunya dalam menerapkan hukuman mati juga melalui 

proses hukum acara yang teliti. Audah mensyaratkan tiga hal yang harus 

diperhatikan dalam memutuskan hukuman. Pertama, ruknu al-syar‟i (legalitas), 
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kedua, ruknu al-ma‟di (perbuatan pidana), dan ketiga, ruknu al-adabi (kondisi 

pelaku).
64
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BAB III 

PENDAPAT DAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM AL-IMRŌNĪ TENTANG 

HUKUMAN BAGI PELAKU RIDDAH 

 

A. Biografi Al-Imrōnī 

1. Kelahiran Al-Imrōnī 

Al-Imrōnī lahir pada tahun 489 Hijriyah. Seorang Syaikh (mahaguru) 

pengikut aliran fikih al-Syafi‟i berkebangsaan Yaman ini mempunyai nama 

lengkap Yaḥyā bin Abi Al-Khoir bin Sālim bin Sa‟id bin „Abdillah bin 

Muḥammad bin Musa bin Imron al-Imrōnī al-Yamani.
1
 Nama Al-Imrōnī 

dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan dari ṣahabat Imrōn 

bin Rabi‟ah.
2
 

Ia lahir di sebuah desa bernama Sair,
3
 terletak di sebelah timur laut 

(syamāl syarq) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah kota setingkat kota 

kabupaten yang masuk dalam wilayah kegubernuran Taiz, Yaman. Kota Janad 

terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz. Sedangkan Taiz teletak di 1324 km 

sebelah barat Hadramaut.
4
 Menurut penuturan Qodli Ismail al-Akwa‟ dalam 

kitab Hijar al-‘ilm wa Ma’āqilihi fī al-Yaman, Secara geografis desa tersebut 

merupakan wilayah dataran rendah Yaman (al-Yaman al-asfal) karena letaknya 
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 Yāqūt al-Hamā, Mu’jām al-Baldān, Juz III, hal. 296, dalam al-„Imrōnī, Al-Bayān..., Juz I, 

hal. 121. 
4
 Sumber dari id.wikipedia.org, diakses, Kamis, 01 November 2018, pukul 22.44 WIB. 



45 

 

berada pada lembah Sair (wādy sair). Namun, Sair adalah desa yang masyhur 

sebagai daerah terdidik, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli 

fatwa, ahli fiqih, dan lain sebagainya,
5
 namun sayang tidak disebutkan siapa 

saja tokoh yang lahir dari desa tersebut. 

2. Pendidikan dan Guru-gurunya 

Selain dikenal sebagai seorang ‘Ālim (luas wawasan keilmuannya), 

Imam Abū al-Husain al-Imrōnī juga dikenal sebagai pribadi yang santun, 

mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini banyak 

orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepadanya. Ia juga dikenal 

sebagai sosok yang disiplin dalam menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak 

boleh terlewat kecuali dengan selalu berżikir kepada Allah dan mużakarah 

(mengingat-ingat) pelajaran atau ilmu.
6
 

Pendidikam Al-Imrōnī tergolong sangat panjang. Ia mengembara ke 

beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa 

ulama, diantaranya adalah: 

a. Imam Abū al-Futūh bin „Utsman al-Imrōnī, ia adalah paman Abū al-Husain. 

kepadanya, Abū al-Husain belajar kitab al-Tanbīh dan Kāfi al-Farāiḍ karya 

Syaikh Iṣhāq bin Yūsuf bin Ya‟qūb al-Ṣardlofī. 

b. Imam Zain bin „Abdillah al-Yafa‟i 
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c. Abū al-Ḥasan Sirōjuddin „Ali bin Abi Bakr Himir al-Yamani al-Hamdani, ia 

adalah ahli hadis terkenal. Kepadanya, Abū al-Husain juga belajar kitab Kāfi 

al-Farāiḍ dan al-Tanbīh lagi. 

d. Dan untuk kesekian kalinya, Abū al-Husain belajar lagi kitab al-Tanbīh, kali 

ini dengan Imam Musa bin Ali al-Ṣa‟bī. 

e. Kemudian atas permintaan dari masyāyikh bani Imron, al-Faqīh „Abdullah 

bin Aḥmad al-Zabrani datang ke desa Sair, dan darinya Abū al-Husain belajar 

kitab al-Muhażżab, al-Luma’ karya Abū Iṣhāq, al-Mulakhkhoṣ, al-Irsyād 

karya Imam Ibnu „Abdawaih, dan untuk kesekian kalinya belajar lagi kitab 

Kāfi al-Farāiḍ karya al-Ṣardafi. 

f. Kemudian Abū al-Husain pindah ke Uhażah bersama al-Faqīh Umar bin 

„Alqomah, di sana beliau menimba ilmu dari Imam Zaid bin Hasan al-Fāyisyi. 

Kitab yang dikaji adalah al-Muhażżab, Ta’līqat al-Syaikh Abi Iṣhāq fī Uṣūl al-

Fiqh, al-Mulakhkhoṣ, Ghorīb al-Hadīs karya Abū Ubaid al-Harawi, 

Mukhtaṣar al-‘Ain karya Imam al-Khawafi, Niżām al-Ghorīb karya al-Roba‟i. 

Ketika kembali lagi ke desa Żi al-Safāl, ia belajar ilmu Nahwu (tata bahasa 

Arab) dalam kitab al-Kāfyi karya Ibnu Ja‟far al-Ṣaffār, dan kitab al-Jumal 

karya al-Zijāji.
7
 

3. Murid dan Karya-karyanya 

Kecerdasan dan kealiman Abū al-Husain al-Imrōnī memang telah 

dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Dan kitab “al-Bayān” merupakan 

master piece dari sekian puluh karyanya yang lain,
8
 diantaranya: 

a) Al-Zawāid (517-520 H); 2) Al-Ahdās; 3) Gharāib al-Wasīth; 4) Mukhtaṣar 

al-Ihyā’; 5) Al-Intiṣār fī al-Radd ‘ala al-Qadariyyah al-Asyrār; 6) Manāqib 

al-Imām al-Syāfi’i; 7) Al-Su`āl ‘ammā fī al-Muhaẓẓab min al-Isykāl; 8) 
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Musykil al-Muhaẓẓab (kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis untuk 

memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih, tahun 549 H); 9) 

Al-Fatāwa; 10) Syarh al-Wasāil; 11) Al-Ihtirāzāt; 12) Maqāṣid al-Luma’; 13. 

Manāqib al-Imām Ahmad; 14) Al-Su`āl ‘ammā fī al-Muhadzab wa al-Jawāb 

‘anhā; 15) Al-Daur. 

Produktifitas Imām Abū Al-Husain Al-Imrōnī dimulai ketika ia 

mempersunting ibu dari putranya yang bernama Thahir.
9
 Ia mengawalinya 

dengan mempelajari (muthala’ah) kitab Syarh al-Muzanni, al-Majmū’, al-

Lubāb, al-Tajrīd li al-Mahāmili, al-Syāmil li Ibn al-Shibbāgh, kitab al-Furū’ li 

Sulaimān al-Rāzi, Syarh al-Muwallidāt li al-Qādli Abi al-Ṭayyib, al-‘Iddah li 

al-Qādli Husain bin Ali al-Ṭabari, al-Ibānah li Abī al-Qāsim al-Fūrāni. Syarh 

al-Talkhīṣ li Abī ‘Ali al-Sinjii. Dan ia menghimpun intisari kitab-kitab tersebut 

sebagai komentar tambahan terhadap kitab al-Muhaẓẓab ke dalam kitab yang ia 

namai dengan “al-Zawāid” pada tahun 517 H, dan disempurnakannya hingga 

selesai pada tahun 520 H. 

Selesai dengan kitab al-Zawāid, ia pergi ke Makkah untuk 

melaksanakan ibadah haji. Di sana ia bertemu dengan al-Faqīh Abū Abdillah 

Muhammad bin Ahmad bin Yahyā bin Khair al-„Utsmāni al-Dībāji. Dengannya 

ia sering mendiskusikan problematika-problematika fiqih, ushul fiqh, dan yang 

lainnya. Kembalinya dari Makkah ia ke Yaman untuk melanjutkan aktifitas 

                                                           
9
 Baik di dalam Ṭabaqāt Fuqahā` al-Yaman, maupun al-Bayān juz I tidak menyebutkan 
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yang bernama Thāhir). „„Umar bin Ali bin Samurah al-Ja‟idy, Ṭabaqāh al-Fuqahā’ al-Yaman, h. 176. 

Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin „Ārif Aghā al-Nūri, dalam al-„Imrōnī, Al-Bayān,, hal. 
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belajarnya (baik muthala’ah, murāja’ah, dan mudzākarah). Kemudian muncul 

keinginan untuk mengarang kitab “al-Bayān” yang terinspirasi dari beberapa 

masalah fiqih yang ia diskusikan dengan al-„Utsmani dan beberapa catatan 

penting (mu’alliqāt) hasil diskusi dengannya sewaktu di Makkah.
10

 

Tercatat ia menyelesaikan kitab “al-Bayān” selama hampir 6 tahun, 

dimulai pada tahun 528 H sampai dengan 533 H.
11

 Al-Bayān ia susun 

berdasarkan pada sistematika penyusunan kitab al-Muhaẓẓab yang telah ia 

hafal. Lahirnya al-Bayān sebagai bukti akan kedalaman ilmu Abī al-Husain. 

Terang saja, ia telah menghafal al-Muhaẓẓab di luar kepala karena memang 

dalam sehari semalam ia selalu menghabiskan satu juz dari empat puluh satu juz 

dari kitab al-Muhażżab.
12

 

4. Metode Iṣtinbaṭ Hukum Al-Imrōnī 

Dalam menjawab problematika syariah, sebagai ulama bermażhab al-

Syafi‟i, Al-„Imrōnī menggunakan metode-metode istinbāṭ hukum yang lazim 

diterapkan dalam mażhab Syafi‟i,
13

 yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh Imam al-Syafi‟i sebagai berikut: 

Cara istidlal-nya imam Syafi‟i secara berurutan adalah pertama ia 

berpegang pada ayat al-Quran. Jika tidak menemukan dalam ayat al-Quran 
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 „Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja‟idī, Ṭabaqāh al-Fuqahā’ al-Yaman, hal. 177-178. 
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baik dari dalil naqli maupun aqli. Lihat: Rachmat Syafe‟i, Ilmu Uṣūl Fiqh, hal. 45. 



49 

 

maka ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka 

mencari hadis ahad. Menurutnya bahwa hadits ahad itu termasuk dalil żanni al-

wurūd, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa 

syarat, yaitu: perawinya itu (1) tsiqqah; (2) berakal; (3) dlābit; (4) mendengar 

sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.
14

 

Jika tidak menemukan hadits ahad, maka ia melihat pada żāhir an-nāṣ al-

Quran dan sunnah secara berurutan dan dengan teliti ia mencari segi-segi 

kekhususannya. Jika tidak menemukan melalui żāhir an-nāṣ, maka ia berpegang 

pada ijmak. Konsep ijmaknya adalah bahwa ijmak yan otoritatif itu harus 

merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena 

itu ia hanya menerima ijmak sahabat karena yang paling mungkin terjadi 

kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijma‟ setelah generasi sahabat, ia 

menolaknya. Ijma‟ sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam istidlal. 

Kehujjahannya berdasarkan keyakinannya bahwa umat Islam itu tidak mungkin 

sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari nas. Namun demikian, ia 

mensyaratkan bahwa ijma‟ itu harus disandarkan kepada al-Quran dan sunnah. 

Disamping itu ia hanya menerima ijma‟ ṣarih dan menolak ijma‟ sukuti.
15

 

Menurutnya bahwa ijma‟ dibagi dua, pertama, ijma‟ al-nuṣūṣ, atau yang 

berdasarkan pada nas, seperti dalam kewajiban ṣalat lima waktu, jumlah rakaat 

dan waktunya ṣalat, zakat dan manasik haji. Jika ada dalil juz‟i (parsial) yang 
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bertentangan dengan jenis ijma‟ ini, maka mengunggulkan ijma‟nya. Kedua, 

ijma‟ dalam hukm-hukum yang masih menjadi objek perselisihan ulama, seperti 

pendapat Umar bin Khottob yang tidak memberikan taah rampasan perang 

kepada prajurit. Meskipun ijmak sukuti ini dapat dipegangi setelah tidak ada 

ijma‟ nuṣuṣ namun bagi pengingkarnya tidak dihukumi kafir, tidak seperti 

dalam ijmak nuṣuṣ tadi. Jika ijma‟ ini bertentangan dengan dengan nas, 

meskipun parsial, maka ia memilih naṣnya.
16

 

Jika tidak menemukan ijma‟ sahabat di atas, maka ia menerapkan metode 

qiyas. Qiyas menurut al-Syafi‟i ini hampir sama dengan konsep qiyas para 

ulama pendahulunya. Hanya saja bedanya, al-Syafi‟i memberikan pengertian 

illat sebagai sifat yang jelas dan tegas (jaly) dan harus disandarkan secara 

dalalah naṣ ke nas, bukan yang samar (khafi) seperti maslahat dalam istihsan. 

al-Syafi‟i dikenal sebagai orang yang pertama kali merumuskan qiyas secara 

konseptual, meskipun secara teortis sudah ada sejak masa Nabi. Qiyas 

menurutnya idenik dengan ijtihad, sebagaimana ucapan Mu‟aż bin Jabal 

“ajtahidu ra’yi wa la alu”. Penyamaan qiyas dengan ijtihad ini berangkat dari 

anggapannya bahwa tidak ada ijtihad menggunakan akal kecuali hanya qiyas. 

Oleh karena itu ia menolak metode-metode rasio lainnya, seperti istihsān, 

istiṣlāh, zari‟ah, dan „urf, kerena menurutnya, bahwa al-Qur‟an itu sudah meng-

cover semua peristiwa hukum dalam kehidupan manusia, meskipun dipahami 

dengan pendekatan ta’lili. Oleh karena itu, qiyas bukan merupakan ketetapan 

                                                           
16

 Ibid,. hal. 81-82. 
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hukum mujtahid tetapi penjelasan terhadap hukum syara‟ dalam masalah yang 

menjadi objek ijtihad. Qiyas, menururtnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu, 

secara berurutan, qiyas awlawi (dalalah an-naṣ), qiyas musawah dan qiyas 

dunya. 

Jika tidak dapat ditempuh dengan qiyas, maka ia mencari qaul sahabat. 

Menurut satu riwayat, al-Syafi‟i banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini 

dalam qaul qadimnya dan bukan dalam qaul jadidnya. Tetapi menurut Rabi‟ ibn 

Sulaiman bahwa ia juga menggunakan dalam qaul jadidnya. Menurutnya qaul 

sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) qaul sahabat yang disepakati semua 

sahabat lainnya (ijmak sahabat) yang menurutnya termasuk dalil qaṭ‟i yang 

menjadi hujjah, (2) qaul sahabat secara perseorangan yang didiamkan oleh para 

sahabat lainnya atau sering disebut ijma‟ sukuti. Terhadap qaul yang terakhir ini 

al-Syafi‟i tetap memeganginya asal tidak menemukan dalil dalam nas dan ijmak 

sahabat yang ṣarih, dan (3) qaul sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap 

dalil ini al-Syafi‟i memilih yang lebih dekat dengan nas dan ijma‟ yang 

mengunggulkannya dengan qiyas, sebagaimana pendapat Abū Ḥanifah. Jika 

tidak ada yang lebih dekat, maka ia mengikuti pendapat Abū Bakar, Umar, dan 

Ali. 

Menurut al-Syafi‟i bahwa istihsan tidak menjadi hujjah. Menurutnya, 

“barangsiapa yang beristihsan, maka sama halnya telah membuat syari’at” 

sementara otoritas tasyri’ hanyalah di ”tangan” Tuhan. Secara terperinci ia 

menyebutkan alasanya menolak istihsan: (1) ber-istihsan sama halnya 
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menganggap bahwa syariat ini tidak meng-cover semua masalah hukum, 

sementara syari‟at ini berlaku untuk semua zaman dan konteks; (2) Bahwa 

ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua hukum 

harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya; (3) Nabi tidak pernah 

menjelaskan hukum-hukumnya dengan istihsan tetapi dengan wahyu dan qiyas; 

(4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan istihsan; 

(5) Istihsan adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga 

peran rasio dan hanya menambahkan metode istidlalnya dengan qiyas dan 

membatasi penggunaan maslahat, ssehingga kurang dapat mengimbangi 

dinamika hukum di masyarakat. akan mengantarkan pada perselisihan; dan (6) 

jika istihsan diperbolehkan, maka banyak sekali hukum ini hanya dapat 

diistinbāṭkan oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan ahli ilmu. Tampak 

sekali bahwa asy-Syafi‟i dalam beristidlal sangat membatasi.
17

 

 

B. Pendapat dan Metode Iṣtinbāṭ Hukum Al-Imrōnī Tentang Hukuman Bagi 

Pelaku Riddah 

Berbicara tentang riddah bukanlah hal yang baru dalam dunia Islam. 

Pembahasan tentang riddah versi Al-Imrōnī dapat dijumpai dalam karya-Nya, 

yakni kitab Al Bayan yang dibicarakan panjang lebar oleh Al-Imrōnī dalam bab 

tersendiri, yakni “bab hukuman bagi pelaku al-riddah”. 
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 Ibid,. hal. 81-96. 
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Pada prinsipnya, Al-„Imrānī mengakui kebebasan seseorang dalam 

menentukan (memeluk) agamanya masing-masing atau dalam beragama. Tidak 

ada paksaan bagi siapapun dalam menentukan pilahan “agamanya”. Hal ini karena 

menurutnya di dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 256 dijelaskan; “ الِا اِِ  هَا اَ ْْ اِِ

اهلْغاّ ِا امِنا شْدُ َُّ اهل اتابايَّنا اقادْ ينِ  ,tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)) ”هلدِّ

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang 

sesat).
18

 Pandangannya tersebut berdampak pada ketidakbolehannya (tidak sah) 

seseorang memaksa seorang kafir zimmi untuk memeluk agama Islam. Meskipun 

demikian, bukan berarti “agama Islam“ menutup mata sehingga tidak memberikan 

apresiasi terhadap seseorang yang memeluk “agama Islam”. Pemaksaan seorang 

terhadap seorang yang berstatus kafir harbi, bahkan seorang yang murtad 

(sebelumnya sudah memeluk agama Islam) tetap mendapatkan apresiasi, yakni 

keislaman mereka (pelaku murtad dan kafir harbi) dapat diterimanya “sah 

keislaman mereka berdua”. Dari sini dapat terlihat bagaimana Al-„Imrānī 

membedakan “paksaan” memeluk agama Islam bagi kafir harbi, kafir zimmi dan 

seorang yang sebelumnya telah memeluk agama Islam. Karena menurutnya 

paksaan terhadap kafir harbi dan pelaku riddah yang sebelumnya telah memeluk 

agama Islam merupakan tindakan yang hak, yakni memberikan petunjuk pada 

kebaikan (agama Islam).
19

 Jadi pada prinsipnya, usaha seseorang untuk mengajak 

pada seorang yang beragama selain Islam (kafir zimmi) maupun seorang yang 

                                                           
18

 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra 

Semarang, 2002, hal. 42. 
19

 Imam al-„Imrānī, Al-Bayān,,, Juz XII, hal. 51. 
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sebelumnya beragama Islam kemudian beralih agama (selain agama Islam) 

dihukumi sah keislaman mereka berdua. Tetapi, tidak “sah” paksaan untuk 

memeluk agama Islam terhadap kafir harbi. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penulis tegaskan, bahwa 

penulis pada point materi data tidak akan membicarakan panjang lebar persoalan 

ketidak absahnya kafir harbi mapun absahnya keislaman kafir zimmi dan seorang 

yang sebelumnya beragama Islam kemudian beralih agama (selain agama Islam). 

Penulis akan memfokuskan pada pembahasan sanksi pidana bagi pelaku riddah, 

yakni pelaku riddah yang sebelumnya telah memeluk agama Islam. Jadi, penulis 

tidak akan membicarakan sanksi pidana bagi seseorang yang beragama selain 

Islam (kafir asli). Pembatasan ini, bertujuan agar supaya tidak terjadi mis 

komunikasi antara pembaca dan penulis. Karena, memang pada dasarnya riddah 

dapat dipakaikan bagi kafir asli dan bagi seseorang yang keluar dari agama Islam, 

artinya memang sebelumnya Ia sudah memeluk “agama Islam” kemudian ia keluar 

dari agama Islam. Untuk seterusnya, yang penulis maksud riddah ialah seorang 

yang “keluar dari agama Islam” (Murtad). 

Kembali pada fokus materi penulis terkait dengan sanksi hukum bagi 

pelaku riddah. Menurut Al-„Imrānī yang mengikuti pendapat mażhabnya, bahwa 

pelaku riddah, baik laki-laki, perempuan tua muda pelakunya dipidana mati. 

Tetapi perlu dimengerti, bahwa hukuman pidana mati tersebut tidak langsung 

diberikan ketika ditemukan pelaku riddah tersebut. Sebelum dijatuhi hukuman 

mati, pelaku riddah tersebut diberikan dua pilihan, pertama diberikan waktu 
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selama 3 hari untuk bertaubat dan diberi waktu bertaubat seketika itu. Jika setelah 

diberikan waktu untuk bertaubat tetap pada keyakinannya, maka hukuman mati 

dapat diterapkannya. Pendapatnya tersebut dapat kita lihat dengan jelas dalam teks 

berikut ini: 

ٔغُْززَبَةُُ عْززِبَثخَُُِمُذَّحُُ...ُٔمُْزلََُُأنَُُْلجَْلَُُالَْمُشْرذَََُُُ لََنُُِالِْْ ُْ ٌُمَب:ُلَ ُأََّٔتب ُ ُصلَاصَتَخَُُٔغُْتززَبَةُُ:ُأحََذُ

الضَّبوِٓ إِلََُّ..ُربَةَُُفإَِنُُْالْحَبلِ،ُفُِٓٔغُْززَبَةُُ:ََُ .لزُِلَُ..ََُ
20

 

Artinya: Seorang murtad diminta untuk bertaubat sebelum (dikenai hukuman) 

mati... lama masa permintaan bertaubat ini terdapat dua pendapat: 

pertama, diberikan waktu bertaubat selama tiga hari; kedua diberikan 

waktu bertaubat seketika itu (pada waktu diketahui telah murtad), jika ia 

bertaubat, maka (ia dbebaskan dari hukuman mati)...jika tidak (tidak 

bertaubat), maka dihukum mati. 

 

Hukuman atau pidana mati tersebut tanpa pandang bulu, siapapun jika 

seorang laki-laki muslim maupun perempuan muslimah, baik tua mapun muda 

ketika sudah diberikan waktu untuk bertaubat selama tiga (3) hari atau seketika 

mereka murtad dan mereka tetap enggan memeluk kembali agama Islam, maka 

hukuman matilah yang akan mereka terima. Untuk melihat dengan jelas 

bagaimana teks asli terkait dengan hukuman mati yang diberikannya, berikut 

penulis sertakan teksnya di bawah ini: 

إِراَ(ُٔمُْزلَُُُالَْمُشْرذَُُ:ُمَغْألَخَ ُ) جُلُُُاسْرذََََُُ جَتَُ..ُالَشَّ ا ُ ُلزَلًُُْ،ََُ َُ اُكَتبنَُُعَت َُُْحُتشا  .....عَجْتذااُأَ

إِنُِّ ح ُُإمِْشَأحَ ُُاسْرذََّدََُُْ َُُْحُشَّ خ ُأَُُأَ جَتَُ..ُمَّ بََُ ٍَ .لزَلُْ
21
 

Artinya: (Permasalahan: Seseorang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) 

itu dibunuh). Jika seorang laki-laki keluar dari agama Islam, maka ia 

wajib dibunuh, baik Ia merdeka maupun budak... Jika seorang perempuan 

                                                           
20

 Ibid,. Juz XII, hal. 48. 
21

 Ibid,. Juz XII, hal. 42-44. 
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keluar dari agama Islam (murtad) baik laki-laki maupun perempuan, 

maka wajib dibunuh. 

Dari pendapatnya tersebut di atas terlihat dengan sangat jelas, apa dan  

bagaimana sanksi hukum yang kelak akan diterima oleh pelaku riddah tersebut. 

Hukuman bagi pelaku riddah, baik laki-laki maupun perempuan ialah wajib 

dihukum mati. Tetapi, perlu diingat, selain terlebih dahulu diberikan waktu untuk 

bertaubat. Pelaku riddah tersebut juga telah memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu. Menurut Al-„Imrānī, hukuman mati dapat diterapkan apabila mereka 

memenuhi persyaratan, yaitu pelaku sudah baligh (dewasa), pelaku dengan sengaja 

melakukan tindakan riddah (tanpa ada paksaan dari pihak luar), atas kehendaknya 

sendiri dan pelaku dalam keadaan tidak gila (berakal sehat). Berikut teks yang 

menyatakan persyaratan-persyaratan tersebut: 

دَّحَُُفإَِنَُّ ،ُثَتبلٍِ ،ُكُتلُُِّمِتهُُْرصَِت ُ ُإوَِّمَتبُالشِّ ،ُعَبلِتل  تبُمُخْزتَبس  ِ،ُفأَمََّ ّٓ تجِ نِ،ُالصَّ ُْ الْمَجْىتُ ُفَتلَاََُُ

مَتتُرصَِتت ُ  ٍُ ْٕلىَُتتب.ُبسِدَّرُ لتُتًُُ:ُدلَِ ُْ ُُُصَتتلَُّّلَ ًُُِاللَّّ تت ْٕ عَتتلَّ َُُعَلَ ُعَتتهُِ:ُصلََاصتَتخُ ُعَتتهُُْالْملََتت ُُُسُفِتت َُ:ََُ

ُِ ّٓ جِ ،ُحَزَُّّالصَّ ٍَ عَهُُِٔجَْلُ ْٕمِظَ،ُحَزَُّّالىَّبئِ ََُُِ عَهَُُِٔغْزَ نََُُِ ُْ ْٕكَُُحَزَُّّالْمَجْىُ .ٔفَِ
22
  

Artinya: Sesungguhnya riddah dihukumi sah (jika datang) dari seseorang yang 

sudah dewasa, berakal sehat, serta atas kehendaknya sendiri, kemurtadan 

seorang anak kecil, orang gila tidaklah sah. Argumentasi kami 

berdasarkan sabda Nabi saw: Diangkat hukum itu dari tiga perkara: Dari 

orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi 

(dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh. 

 

Dari pendapatnya tersebut di atas, terlihat dengat sangat jelas persyaratan-

persyaratan yang dikemukakan oleh Al-„Imrānī, di mana persyaratann pertama 

                                                           
22

 Abū Dūwud, Sunan Abū Dawud, Bairut Libanon: Maktabah al-Isyriyah, Juz IV, t.th, 

hal.141. Lihat pula; Imam al-„Imrānī, Al-Bayān,,, Juz XII, hal. 39. 
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ialah; pelaku riddah diharuskan sudah dewasa (baligh), jika belum, maka pidana 

mati tidak dapat dijatuhkan atau diterapkannya; kedua, pelaku tidak gila dan bukan 

pula anak kecil, maka jika pelakunya tidak berakal sehat karena gila atau masih 

kecil, hukuman mati tidak dapat pula diterapkannya; ketiga, tidak ada paksaan dari 

pihak manapun (مُخْتاار ا) atau atas kehendaknya sendiri. 

Dari pemaparan penulis di atas, mulai dari kekafiran seorang “kafir harbi” 

dihukumi tidak sah untuk diajak memeluk agama Islam (diajak bertaubat), dan 

“sahnya” seorang kafir zimmi dan seorang murtad (yang sebelumnya telah 

memeluk agama Islam) untuk diajak bertaubat hingga memeluk agama Islam serta 

hukuman mati setelah diminta untuk bertaubat bagi pelaku riddah (pria maupun 

perempuan), baik tua maupun muda, telah dewasa (baligh), berakal sehat dan atas 

kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari luar. 

Al-„Imrānī berpendapat demikian, yakni larangan (keharaman) berbuat 

kemurtadan bagi pelaku riddah karena Ia mendasarkannya dengan mengutip 

beberapa ayat al-Qur‟an, diantaranya surah al-Baqarah ayat 217, al-„Imrān ayat 85, 

al-Mā‟dah ayat 5 dan al-Zumr ayat 65, yakni: 

ًُُِعَتتهُُْمِتتىْمُ َُُْٔشْرتَتذِدُُْمَتتهََُُْ َُُُفَٕمَُتتذُُْدِٔىِتت ٌُتت ٍُ ُُْحَجِطَتتذُُْفأََُلئَِتت َُُكَتتبفِشُ ََُ ُالتتذ وْٕبَُفِتتُٓأعَْمَتتبلُ

خِشَحُِ ْٖ ا أَُلئَِ َََُُ بٌُُ ُُْالىَّبسُُِأصَْحَبةََُُُ ٍَ ُ.خَبلِذَُنَُُفِٕ

Artinya: Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam 

kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnaya di dunia dan akhirat, dan 

mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Qs. Al-

Baqarah: 217).
23
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 Al-Qur‟an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 26. 
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مَهُْ ْٕشَُُزٍَُِٔجَََُُْ عْلَا ُُِغَ َُُُمِىًُُُْٔمُْجَلَُُفلََهُُْدِٔىابُالِْْ ٌُ خِشَحُُِفََُِٓ ْٖ ُالْخَبعِشِٔهَُُمِهَُُا

Artinya: Dan darangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, 

dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. (Qs al-„Imrān: 85).
24

 

مَهُْ ٔمَبنَُُِٔمْفشََُُُْ َُُُعَمَلًُُُُحَجِطَُُفمََذُُْثبِلِْْ ٌُ خِشَحُُِفََُِٓ ْٖ ُالْخَبعِشِٔهَُُمِهَُُا

Artinya: Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka 

dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.s al-Mā‟dah: 5).
25

   

لزَمَُُوَهَُُّعَمَلُ َُُلََٕحْجَطَهَُُّأشَْشَكْذَُُلئَِهُْ ُالْخَبعِشِٔهَُُمِهَََُُ

Artinya: Sungguh, jika engaku mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah 

amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. (Qs. Al-Zumar: 

65).
26

 

Ayat-ayat di atas sebagai dasar hukum yang dikemukakan oleh Al-„Imrānī 

untuk menghukumi ketidakbolehan (keharaman-berdosa) seorang sebagai pelaku 

riddah. Selain itu, untuk mendasarkan pendapatnya terkait dengan hukuman mati 

bagi pelaku riddah atau hukuman pidana mati bagi pelaku riddah Ia banyak 

menyuguhkan hadis-hadis Nabi saw, diantaranya: 

ٔىبَ ِ َّ سُ ُُِعَهُُِعَفَّبنَ،ُثْهُُِعُضمَْبنَُُحَذِٔشُُِفََُِٓ ّٓ ًُُِاللُُُصَلَُّّالىَّجِ ْٕ عَتلَّ َُُعَلَ ُدَ َُُُٔحِتلُ ُلََُ:ُ"ََُ

،ُثَعْذَُُفَشَُكَُُسَجُلُ :ُصلََاسُ ُثإِِحْذَُِإِلََُُّمُغْلِ ُ ُامْشِئُ  ًِ َُُْإِعْلَامِ ،ُثَعْذَُُصَوَُّأَ ًِ َُُْإِحْصَتبوِ ُلزَتَلَُُأَ

ْٕشُُِوفَْغاب ُُثِغَ ايُُ".)وفَْظ  ََ مُِٓسَ ٍَ ْٕ (.الَْجَ
27

 

Artinya: Kami telah meriwayatkan hadis Usmān bin „Affān dari Nabi saw: “Tidak 

halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; yaitu: seseorang 

yang kafir setelah masuk Islam, atau berzina setelah menikah, atau 

membunuh jiwa”. (HR. Al-Baīhaqī). 
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 Abū Bakar al-Baīhaqī, al-Sunan al-Ṣaghīr, Pakistan: Jāmi‟ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Juz 
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Berhubungan dengan hadis di atas, hadis-hadis di ataslah yang dijadikan 

argumentasi oleh al-„Imrānī terkait dengan sanksi hukuman mati bagi pelaku yang 

berjenis kelamin pria yang keluar dari agama Islam, karena memang secara redaksi 

hadis di atas berbunyi; )ِمِه اباعْدااِسِْلَا اَ فا اْ جُلٌا  yang menunjukkan pelaku yang berjenis )را

kelamin laki-laki karena lafal "ٌجُل  -memang bermakna laki-laki “nakirah "را

umum”. Selain itu, hadis di atas juga menjelaskan halalnya darah seseorang (untuk 

dibunuh- versi al-„Imrānī), yaitu; pertama, seorang pria yang kufur setelah Ia 

memeluk agama Islam; kedua, seorang laki-laki yang sudah memiliki hubungan 

pernikahan lalu berzina; dan ketiga, seseorang yang dengan sengaja 

menghilangkan nyawa orang lain.
28

 Tidak hanya sebatas menyuguhkan hadis 

tersebut di atas untuk memvonis hukuman mati bagi pelaku riddah yang berjenis 

kelamin pria, Ia juga menyuguhkan hadis di bawah ini:  

َُْ َِ َُُٓراامُعبَُأنََُّ:َُسُ ُُُسَضِ عَتُّأثَُِٓعَلَُّلَذِ َُُعَىًُُُْاللَّّ ُْ جَتذَُُثِتبلْٕمََهِ،ُمُ ََ ُسَجُتلااُُعِىْتذيَََُُُ

صمِاتتب، ُْ دِٔاتتبُكَتتبنَُُمُ ُْ ٍُ دَُُصتُت َُُّفأَعَْتتلََ ،َُٔ َُّ تت ٍَ ْٔهِ،ُمُىْتتزُُُرَ شَ ٍْ اللُِ:ُ)فمََتتبلَُُشَتت ُحَزَّتتُّألَْعتُتذنََُُّلََََُُ

لًُُُُاللُُُلَضَُّعُىمًَُُ،ُرضَْشِةَُ ُْ سَعُ ًُُِعَهُُْسَجَ َُُمَهُُْنَُّأَُ:ََُ ْٔىِ يُُ..ُدِ ُْ (.فبَلْزلُُ
29
 

Artinya: Diceritakan: Bahwa Mu‟āż r.a ketika mendatangai Abū Mūsā di Yaman, 

dan berjumpa dengan seorang pria yang..., dia seorang Yahudi kemudian 

masuk Islam, lalu kembali Yahudi lagi selama dua bulan, kemudian 

Mu‟āż berkata: Demi Allah saya tidak akan singgah sebelum kau 

memenggal lehernya, Allah dan Rasul-Nya menetapkan, barangsiapa 

yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia. 
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 Imam al-Imrānī, Al-Bayān,,Juz XII, hal. 39 
29

 Ibid,. Juz XII, hal. 43. 
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ُٓ ُحَذَّصىَبَ ِ،ُعَجْذُُِثْهُُُعَلِ ةَ،ُعَهُُْعُفْٕبَنُ،ُحَذَّصىَبَُاللَّّ َُُٓعَلِٕابُأنََُُّعِمْشِمَخَ،ُعَهُُْأَُٔ  ُُُسَضِت ُاللَّّ

قَُُعَىًُْ، ب،ُحَشَّ ما ُْ ٍَُُلَ ُُاثْهَُُفجَلََ ُُْ:ُفمََتبلَُُعَجَّبط  ٍُ ُُْلَت ُُْأوََتبُكُىْتذُُُلَت لْ َُُّٓلِِنََُُّأحَُتشِّ ُصَتلَُّّالىَّجِت

ًُُِاللُُ ْٕ عَلَّ َُُعَلَ ثُُاُلََُ:ُلبَلَََُُ ِ،ُثِعَزاَةُُِرعَُزِّ ٍُ ُُْاللَّّ لمَزَلَْتزُ ُٓ ُلَتبلَُُكَمَتبََُ ًُُِاللُُُصَتلَُّّالىَّجِت ْٕت ُعَلَ

عَلَّ َُ ايُُ(ُ)فبَلْزلُُُيُُُدِٔىًَُُُثَذَّلَُُمَهُْ:ُ)ََ ََ ُُْْسَ (.الَْجخَُبسِ
30

 

Artinya: „Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami, Sufyān telah 

menceritakan pada kami dari Ayyūb dari „Ikrimah, bahwa „Ali ra. 

“Sesungguhnya „Ali telah menghukum mati suatu kaum dengan cara 

dibakar api. Hal itu disampaikan kepada Ibnu „Abbās ra; lalu ia (Ibnu 

„Abbās) berkata,” Jika saya (yang menghukum), niscaya saya tidak akan 

membakarnya. Sebab, Nabi saw bersabda, “Janganlah kalian menghukum 

dengan hukumannya Allah (hukuman membakar). Dan aku (Ibnu 

„Abbās) akan menghukum mereka dengan hukuman mati (bunuh), 

sebagaimana sabda Nabi saw, “Siapa saja yang mengganti agamanya, 

maka bunuhlah ia. (HR. al-Bukhari). 

 

Hadis-hadis yang telah penulis sebutkan di atas sebagai dasar hukum 

penetapan hukuman mati bagi perempuan, karena menurut al-„Imrānī hadis di atas 

menunjukkan khitab umum (ِااقْتلُوَُُا) karena dhamir َُا""  kembali kepada "ْن  yang "ما

meliputi jenis kelamin pria maupun perempuan. Oleh karenanya, Ia menjatuhkan 

hukuman mati bagi pelaku riddah tanpa membedakan jenis kelamin, karena 

menurutnya memang mengkhitabi umum (baik pria maupun perempuan).
31

 

ذُُِثْهُُُأحَْمَذُُُثَمْشُ ُأثَُُُأخَْجَشَوبَ ُٓ ُأوجأُالْفمًَُِٕ،ُالْحَبسِسُُِثْهُُِمُحَمَّ ُصىتبُالْحَتبفِظُ،ُعُمَتشَُُثْتهُُُعَلِت

ُُ ٕ ٌِ ذُُِثْهُُُإثِْشَا ُُِثْهُُِمُحَمَّ ّٓ ٕ َُُثْهُُُوَجِٕ ُُُصىبُثَطْحَب،ُثْهُُِعَلِ ٌِ ،ُإثِْشَا  ْ تشِ ٌْ ُثْتهُُُمَعْمَتشُُُصىتبُالض 

،ُثَمَّبسُ   ْ ٕ ُُُصىبُالغَّعْذِ ٌِ ،ُثْهُُُإثِْشَا تذُُُصىتبُعَتعْذ  ْٕتذُُِثْتهُُُمُحَمَّ ِ،ُعَتهُُِعُزجَْتخَ،ُثْتهُُِعُجَ ّْ تشِ ٌْ ُالض 

                                                           
30

 Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Tahqiq, Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, t.tp: Dāru 

Al-Tūq al-Najāh, Juz IV, Cet. Ke-I, t.th, hal. 61. Lihat pula; Imam al-Imrānī, Al-Bayān,,Juz XII, hal. 

43-44. 
31

 Ibid,. Juz XII, hal. 45. 



61 

 

تذُُِعَهُْ تبُٔمَُتبلُُُامْتشَأحَاُُأنََُّ"ُُجَتبثِشُ ُعَتهُُْالْمُىْمَتذِسِ،ُثْتهُُِمُحَمَّ ٍَ انَ،ُأُ ُ :ُلَ ََ ُعَتهُُِاسْرتَذَّدُُْمَتشْ

عْلَاِ ، ُٓ ُفأَمََشَُُالِْْ ًُُِاللُُُصَلَُّّالىَّجِ ْٕ عَتلَّ َُُعَلَ تبُٔعُْتشَ َُُأنَََُُْ ٍَ ْٕ عْتلَاُ ،ُعَلَ ُسَجَعَتذُُْفَتإِنُُْالِْْ

إِلََُّ ايُُ) "ُلزُلِذَََُُْ ََ مُِٓسَ ٍَ ْٕ (.الَْجَ
32

 

Artinya: Abū Bakar Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥāris al-Faqīh telah 

menghabarkan kepada kami, „ali bin „Umar al-Ḥāfidz telah 

memberitahukan kepaka kami, Ibrāhīm bin Muḥammad bin „Ali bin 

Baṭḥā, Najīḥ bin Ibrāhīm al-Zuhrī telah menceritakan kepada kami, 

Ma‟mar bin Bakkār al-Sa‟dī telah menceritakan kepada kami, Ibrāhīm 

bin S‟ad telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin „Ubaīd bin 

„Utbah telah menceritakan kepada kami dari al-Zuhrī dari Muḥammad 

bin al-Munkadir dari Jābir “Bahwa seorang perempuan yang bernama 

Ummu Marwān telah keluar dari agama Islam, lalu persoalannya sampai 

kepada Nabi, lalu Nabi menyuruh para sahabat untuk mengajaknya 

bertaubat. Apaliba ia bertaubat, maka biarkan, tetapi jika ia tidak 

bertaubat maka bunuhlah. (HR. Al-Baīhaqī). 

Hadis di atas menjelaskan hukuman pidana mati bagi pelaku riddah. 

Namun, perlu dicatat, bahwa perintah dalam hadis di atas bagi pelaku riddah tidak 

serta merta langsung dijatuhi hukuman pidana mati. Akan tetapi diajak kembali 

kepada “agama” Islam, jika enggan barulah diberi sanksi hukuman mati.
33

 

Hukuman mati bagi pelaku riddah, baik bagi seorang pria maupun seorang 

wanita tersebut tidak langsung dijatuhkannya. Tetapi, harus memenuhi beberapa 

persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan pelaku riddah yang 

dikemukakan oleh al‟Imrānī ialah sebagai berikut: 

                                                           
32

 Abū Bakar al-Baīhaqī, al-Sunan al-Kubrā li al-Baīhaqī, Taḥqīq Muḥammd „Abd al-Qādir 

„Aṭa, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 8, Cet. Ke-3, 2003, hal. 353. Lihat pula; Imam al-Imrānī, 

Al-Bayān,,Juz XII, hal. 45. 
33
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Pertama, baik riddah itu dilakukan oleh seorang pria maupun wanita, 

mereka diharuskan telah baligh (dewasa). Pijakan pidana mati tersebut dapat 

dijatuhkan manakala pelaku riddah telah dewasa (baligh). Sehubungan dengan 

baligh, penulis akan menguraikannya dari sudut pandang usia persepektif 

Syafi‟iyyah. Menurut Syafi‟iyyah seorang dianggap telah dewasa manakala 

mereka telah; berusia genap lima belas (15) tahun bagi laki-laki dan genap berusia 

lama belas tahun pula bagi seorang wanita; bermimpi atau pernah keluar air 

sperma dan satu lagi khusus bagi seorang wanita telah mengalami menstruasi 

(haid). Jadi, jika seorang pria telah memenuhi diantara salah satu persyaratan 

baligh, misalnya pernah bermimpi atau keluar sperma, maka ia dianggap telah 

dewasa (baligh) atau dengan menggunakan kriteria usia, yaitu genap berusia 15 

tahun. Singkatnya, ukuran dewasa bagi laki-laki apabila sudah memenuhi salah 

satu pesyaratan baligh, yakni berdasarkan “usia atau keluar sperma, baik karena 

bermimpi, onani maupun lainnya”. Sedangkan kriteria baligh bagi seorang wanita 

apabila telah; haid (menstruasi), keluar sperma, baik karena bermimpi, onani 

maupun lainnya dan atau genap berusia lima belas tahun. Jadi jika seorang wanita 

talah mengalami salah satu diantara ciri-ciri baligh tersebut, maka sudah dikatakan 

telah dewasa (baligh).
34

 

Kedua, berakal sehat. Oleh sebab itu, riddah yang dilakukan oleh seorang 

yang tidak dalam keadaan atau dalam kondisi akal tidak sehat (gila), maka mereka 

                                                           
34

 Ibid,. Juz VI, hal. 223 dan seterusnya. Lihat pula dalam; Syaikh Sālim bin Samīr al-

Ḥuḍramī al-Syafi‟i, Safīnah al-Najā, t.tp: al-Ḥaramīn, Cet. Ke-4, t.th, hal. 16.     
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tidak dapat dihukumi mati. Dengan demikian baligh dan berakal sehat merupakan 

prasyarat yang harus ada dalam diri pelaku riddah yang dapat dipidana mati. 

Ketiga, ُُالَْمصَْذ (berniat melawan hukum) dan ُْخْزِٕبَس  atas kehendaknya) الَِْْ

sendiri- tanpa ada paksaan dari luar). Jadi, hukuman mati dapat diterapkan apabila 

pelaku riddah sengaja atau berniat melawan hukum. Maksudnya, ada unsur 

kesengajaan dalam riddah-nya. Selain itu, pelaku riddah atas kehendaknya sendiri 

sekaligus tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
35

 

Dari prasyarat yang telah penulis kemukakan di atas dapat diketahui, 

bahwa pelaku riddah dapat dijatuhi hukuman mati apabila mereka telah baligh, 

berakal sehat, dan atau ada keniatan melawan hukum serta tanpa ada paksaan dari 

luar, baik pelakunya berjenis kelamin wanita maupun pria. Oleh sebab itu, jika 

pelaku riddah belum dewasa, tidak berakal sehat dan ada paksaan dari luar serta 

tidak berniat, maka tidak dapat dipidana mati.   

 

                                                           
35

 Imam al-Imrānī Al-Syafi‟i, Al-Bayān,,, Juz VII, hal. 39. 
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BAB IV  

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM 

AL-IMRĀNĪ TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU RIDDAH SERTA 

RELEVANSINYA DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA 

 

A. Analisis Terhadap Pendapat dan Metode Istinbāṭ Hukum al-Imrānī 

tentang Hukuman Bagi Pelaku Riddah 

Menurut Al-Imrānī, hukuman mati bagi pelaku riddah dapat diterapkan 

apabila mereka memenuhi persyaratan, yaitu pelaku sudah baligh (dewasa), 

pelaku dengan sengaja melakukan tindakan riddah (tanpa ada paksaan dari 

pihak luar), atas kehendaknya sendiri dan pelaku dalam keadaan tidak gila 

(berakal sehat). Berikut teks yang menyatakan persyaratan-persyaratan 

tersebut: 

اَ الرّدِ ةََّ فإَِن َّ ، فأََم ا مُُتَْارٍ، عَاقِلٍ، بََلِغٍ، كُلَّّ مِنَّْ تَصِح َّ إِنَّ  . ردِ تُ هُمَ ا تَصِ ح َّ فَ َ َّ وَالْمَجْوُ وْنِ، الص بِِّ

لوَُا ّ َّ الص بَِّّ عَنَّ: ثََ ثةٍََّ عَنَّْ الْقَلَمَُّ رفُِعََّ: وَسَل مََّ عَلَيْيَِّ اللّ َُّ صَل ى قَ وْليَُُّ: دَليِ ْ لُ غَ، حَ   الو  اِمَِّ وَعَ نَّ يَ ب ْ

َّ ّ ّ َّ الْمَجْوُ وْنَّ وَعَنَّ يَسْتَ يْقِظَ، حَ .يفَِيْقَّ حَ
1

  

Artinya: Sesungguhnya riddah dihukumi sah (jika datang) dari seseorang yang 

sudah dewasa, berakal sehat, serta atas kehendaknya sendiri, 

kemurtadan seorang anak kecil, orang gila tidaklah sah. Argumentasi 

kami berdasarkan sabda Nabi saw: Diangkat hukum itu dari tiga 

perkara: Dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga 

bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh. 

                                                           
1
 Abū Dūwud, Sunan Abū Dawud, Bairut Libanon: Maktabah al-Isyriyah, Juz IV, t.th, 

hal.141. Lihat pula; Imam al-„Imrānī, Al-Bayān,,, Juz XII, hal. 39. 



66 

 

 
 

Pendapatnya tersebut di atas, terlihat dengan sangat jelas persyaratan-

persyaratan yang dikemukakan oleh Al-„Imrānī, di mana persyaratann pertama 

ialah; pelaku riddah diharuskan sudah dewasa (baligh), jika belum, maka 

pidana mati tidak dapat dijatuhkan atau diterapkannya; kedua, pelaku tidak gila 

dan bukan pula anak kecil, maka jika pelakunya tidak berakal sehat karena gila 

atau masih kecil, hukuman mati tidak dapat pula diterapkannya; ketiga, tidak 

ada paksaan dari pihak manapun (  .atau atas kehendaknya sendiri (مُخْتاَا  ٍ 

Berdasarkan pernyataan tersebut, secara garis besar ada 3 faktor yang sangat 

mempengaruhi, diantaranya yaitu sudah dewasa, tidak gila dan tidak ada 

paksaan. Berikut penjelasannya : 

Pertama, Keadaan belum dewasa atau anak. Anak-anak dan orang gila 

adalah  golongan yang tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena 

keduanya bukan  termasuk orang yang mampu untuk bertanggungjawab. 

Kemampuan bertanggungjawab dalam hukum Islam memiliki salah satu  unsur 

yaitu kekuatan berpikir (idrāk). Anak-anak yang tidak dimintai 

pertanggungjawabannya karena masih lemahnya kekuatan berpikir dan belum  

memasuki fase memiliki kekuatan berpikir. Seiring dengan perbedaan fase-fase  

yang dilalui oleh manusia sejak lahir sampai waktu sempurna kekuatan berpikir  

dan pilihan. Anak-anak dan orang gila adalah golongan yang tidak dikenai 

pidana atas  perbuatannya, karena keduanya bukan termasuk orang yang 

mampu untuk bertanggungjawab. Karena sebab inilah seorang anak yang 
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masih dibawah umur  melakukan kejahatan tidak dimintai pertanggungjawaban 

pidana sebab dimaafkan  segala perbuatanya 

Kedua, orang gila, Secara umum dan luas gila  memiliki pengertian 

“hilangnya akal, rusak atau lemah”. Definisi tersebut  merupakan definisi 

secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-ithu), dan 

semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak 

(kemampuan berfikir). Walaupun seseorang gila bukan  berarti memberikan 

pembolehan, melainkan mengahapuskan hukumannya dari si  pelaku. Dan 

ketetapan ini disepakati oleh para fuqaha. 

Ketiga, paksaan, paksaan adalah apabila suatu hukuman (ancaman) 

dapat dilakukan oleh si pemaksa dengan segera dan cukup mempengaruhi 

orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksa bahwa 

ancaman tersebut benar-benar dilakukan apabila ia menolak apa yang 

dipaksakan kepadanya. Jika kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa tak 

aka nada tuntutan hukuman jika trrbukti benar bahwa ia melakukan kejahatan 

karena dipaksa. Seorang melakukan perbuatan yang melawan hukum namun 

ada unsur paksaan saat melakukan perbuatan tersebut. Maka seseorang itu tidak 

wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.
2
 

Hemat penulis, dalam pendapatnya al-Imrani tentang hukuman bagi 

pelaku riddah tersebut diatas hanya menjelaskan tentang kriteria seserorang 

                                                           
2
 Abdul Al-Qadir „Audah, Tasyri‟ al-Juna‟I al-Islamiy, Penj. Tim Silalahi Ensiklopedi 

Hukum Pidana Islam Bagian II, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007, hal. 221. 
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termasuk riddah, tidak menjelaskan hukuman yang pasti. Namun jelasnya, 

apabila belum dewasa, gila dan keadaan dipaksa merupakan faktor-faktor yang 

membuat riddah tidak sah, maka otomatis hukuman tidak diberikan kepada 

ketiga kategori tersebut. 

Penulis sependapat dengan pendapat al-Imrani bahwa seorang riddah 

yang keadaannya belum dewasa, gila dan dalam keadaan dipaksa, maka 

riddahnya tidak sah dan secara otomatis tidak dapat dihukum, hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, hukuman riddah berlaku apabila pelakunya sudah 

dewasa, berakal dan dengan niat sendiri untuk murtad. 

Akan tetapi menurut penulis, kurang setuju apabila syarat dapat 

dihukum matinya pelaku riddah hanya persoalan dewasa, orang gila dan niat 

atau kehendak sendiri. Menurut penulis harus dipertimbangkan juga dari aspek 

perbuatan murtad itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Yūsuf Qardhawi, 

bahawa hukuman bagi pelaku riddah tidak dihukum mati apabila 

kemurtadannya tidak mengajak-ajak dan tidak secara terang-terangan, 

sebagaimana teks di bawah ini: 

سَْ مَُّ يُ عَاقَبَّ ولََّ ِِ َّْ الَْمُرْتَدَّ بَِلْقَتْلَّ اَلِْْ رَّ لََّ الَ   ًِ هَ ا يَ دْعُوْا وَلََّ, بِردِ تِ يَِّ يَُُ ا  عِقَابُ يَُّ وَيَ دْ َُّ, غَي ْ رَىَُّ إِليَ ْ

.كُفْرىَِِّ عَلَى مَاتَّ إِذَا الَْْخِرَةَِّ إِلََّ
3
 

Artinya: Islam tidak menghukum mati pelaku riddah yang riddah-nya tidak 

secara terang-terangan, tidak mengajak orang lain kepada riddah, dan 

                                                           
3
 Yūsuf Qarḍāwī, Jarīmah al-Riddah wa Uqūbah al-Murtad Fi Ḍaū‟ al-Qur‟an wa al-

Sunnah, t.tp: t.th, hal. 32. 
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hukuman riddah akan diterapkan kelak di akhirat jika ia meninggal 

dalam kekafiran. 

Karena dalam Islam pada dasarnya tidak memaksa seseorang untuk 

memeluk agama Islam, tetapi jalan kebenaran bagi orang yang telah memeluk 

agama Islam sudah sangatlah jelas kebenarannya. Maka, jika pelaku riddah 

melakukan dengan secara diam-diam dan tidak mengajak orang lain untuk 

murtad, maka tidak dihukum mati, karena konsekuensinya hanya terhadap 

Allah dan tidak menggangu ketertiban dan keamanan umat Islam dalam 

menjalankan Agama. 

Akan tetapi jika kemurtadannya secara terang-terangan dan mengajak 

orang lain untuk murtad atau bahkan sampai memerangi umat Islam, maka 

pelaku riddah tersebut dihukum mati. Karena kemurtadannya sangat 

membahayakan umat Islam dan menggangu ketertiban dan keamanan umat 

Islam dalam menjalankan agama terutama dalam syi‟ar Islam. Hal tersebut 

sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf Qardhawi, yakni : 

اعِي ةَُّ الْمُرْتَدَّ إِن َّ سْ َ مَّ كَافِرٍَّ مُرْتَدَّ مَُُر دَُّ ليَْسَّ الرّدِ ةَِّ إِل َّ الَد  , أمُ تِ يَِّ وَعَلَ ى عَلَيْ يَِّ حَ رْ  َّ ًُ وَّ بَ لَّْ, بَِلِْْ

يْنَّ ضَمِنَّ مُوْدَرجِ َّ فَ هُوَّ ِِ .فَسَادًا الَْْرْضَّ فَِّ وَيَسْعَوْنَّ وَرَسُوْلَيَُّ اللََّ يَُُاربُِ وْنَّ الَ 
4

       

Artinya: Bahwa pelaku riddah yang mengajak kepada kemurtadan di mana 

kemurtadannya tersebut tidak murni kafir, bahkan ia memerangi 

Islam dan umat manusia, maka ia masuk kategori pemurtad yang 

memerangi Allah dan Rasulnya dan ia membuat kerusakan di bumi. 

                                                           
4
 Ibid,. hal. 30. 
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Meskipun demikian, penulis sependapat dengan pemberian hukuman 

mati bagi pelaku riddah dengan catatan manakala pelaku riddah telah 

memenuhi ketiga syarat dan melakukan tindakan yang mencemarkan atau 

menistakan agama Islam. Demi untuk mejaga kemuliaan agama Islam sudah 

seharusnya pelaku riddah dijatuhi hukuman mati. Dalam unsur kesengajaan 

yang dilakukan pelaku riddah, adanya tindakan mengajak atau memprovokasi 

muslim lain supaya murtad juga termasuk syarat yang harus ada. Karena 

dengan mengajak muslim lain sudah mengancam keutuhan agama Islam, yang 

mana hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan pemberontakan. Contoh 

kasus seperti yang terjadi tindakan murtad massal didaerah Wonosobo karena 

adanya aktor yang telah meng-provokasi, hal tersebut sangatlah berbahaya bagi 

keutuhan agama Islam.
5
 

Tanpa adanya tindakan penistaan dan provokasi (mengajak) yang 

berakibat ancaman terhadap keutuhan agama Islam, kurang tepat pemberian 

hukuman mati bagi pelaku riddah, karena bertentangan dengan prinsip 

kebebasan beragama yang terdapat dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 256 

: “ٍِ ينٍِقَادٍََََْاننٍََالرْدْادٍُمِانٍَالْ َايّ  tidak ada paksaan dalam (menganut) agama) ”لٍِِإكِْرَاهٍَفيٍِالدِّ

(Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan 

jalan yang sesat).
6
 

                                                           
5
 Https://www.youtube.com/watch?v=WY4aVFR0UNs, Diakses, Kamis 28 Maret 2019 

pukul: 21:30 WIB. 
6
 Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 42. 

https://www.youtube.com/watch?v=WY4aVFR0UNs
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Selanjutnya, sehubungan dengan iṣtinbāṭ. Iṣtinbāṭ ialah mengeluarkan 

hukum dan dalil.
7
 Jalan iṣtinbāṭ ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian 

dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari naṣ dapat 

ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafal (ṭurūq al-

lafżiyah) dan pendekatan makna (ṭurūq al-ma‟nawiyah). Pendekatan lafal ialah 

penguasaan terhadap makna dari lafal-lafal naṣ dan konotasinya dari segi 

umum dan khusus, mengetahui dalālah-nya. Sedangkan pendekatan makna 

yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada naṣ langsung, seperti qiyās, 

istihsān, maṣlahah mursalah, dan lain sebagainya.
8
 

Berdasarkan hasil pembacaan dan pengamatan, sebagaimana telah 

penulis kemukakan dalam bab tiga (3) terkait dengan dasar hukum atau 

argumentasi yang dipergunakan oleh al-Imrānī dalam menghukumi hukuman 

bagi pelaku riddah ialah dengan beberapa ayat al-Qur‟an, diantaranya surah al-

Baqarah ayat 217, ayat 85, al-Mā‟dah ayat 5 dan al-Zumr ayat 65. Ayat-ayat 

tersebut sebagai dasar hukum yang digunakan oleh Al-„Imrānī untuk 

menghukumi ketidakbolehan (keharaman-berdosa) seorang sebagai pelaku 

riddah, terkait dengan hukuman mati bagi pelaku riddah atau hukuman pidana 

mati bagi pelaku riddah Ia mendasarkan pendapatnya dengan hadis-hadis Nabi 

saw, diantaranya: 

                                                           
7
 Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal. 1 

8
 Syamsul Bahri dkk, Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: TERAS, Cet. Ke-I, 2008, 

hal. 55. 
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 امْ  رِ َّ دَمَُّ يَُِ  ل َّ لََّ: " وَسَ  ل مََّ عَلَيْ  يَِّ اللَُّ صَ  ل ى الو   بَِّّ عَ  نَّ عَف   انَ، بْ  نَّ عُثْمَ  انَّ حَ  دِي َّ فَِّ وَرُوِّيوَ  ا 

 بغَِ  ْ َِّ هَ فْسً  ا قَ تَ  لََّ أَوَّ إِحْصَ  اهيِِ، بَ عْ  دَّ زَنَّ أَوَّ إِسْ  َ مِيِ، بَ عْ  دَّ كَفَ  رَّ رجَُ  ل َّ: ثَ  َ ثَّ بِِِحْ  دَ  إِل َّ مُسْ  لِمَّ

هَقِي رَوَاىَُّ".)هَ فْسَّ (.الَْبَ ي ْ
9

 

Artinya: Kami telah meriwayatkan hadis Usmān bin „Affān dari Nabi saw: 

“Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; yaitu: 

seseorang yang kafir setelah masuk Islam, atau berzina setelah 

menikah, atau membunuh jiwa”. (HR. Al-Baīhaqī). 

 كَ  انَّ مُوْثقًِ  ا، رجَُ  ً َّ عِوْ  دَىَُّ وَوَجَ  دَّ ،بَِلْ  يَمَنَّ مُوْسَ  ى أَبَِّ عَلَ  ى قَ  دِمََّ عَوْ  يَُّ اللّ َُّ رَضِ  يَّ مُعَ  اذًا أَن َّ: ورُوِ َّ

َّ َّ تَ هَ  و دََّ ثُ َّ فأََسْ  لَمَ، يَ هُ  وْدِ ّ َّ أَقْ عُ  دَن َّ لََّ وَاللَِّ: )فَ قَ  ا َّ شَ  هْرَيْنِ، مُوْ    اللَُّ قَضَ  ى عُوُ قَ  يُ، تَضْ  رِ َّ حَ  

(.فاَقْ تُ لُوْىَُّ.. دِيوِْيَِّ عَنَّْ رجََعََّ مَنَّْ أَن َّ: وَرَسُوْليَُُّ
10
 

Artinya: Diceritakan: Bahwa Mu‟āż r.a ketika mendatangai Abū Mūsā di 

Yaman, dan berjumpa dengan seorang pria yang..., dia seorang 

Yahudi kemudian masuk Islam, lalu kembali Yahudi lagi selama dua 

bulan, kemudian Mu‟āż berkata: Demi Allah saya tidak akan singgah 

sebelum kau memenggal lehernya, Allah dan Rasul-Nya menetapkan, 

barangsiapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia. 

Berlandaskan al-Qur‟an secara umum Al-„Imrānī menetapkan hukum 

larangan (haram) perilaku murtad, secara husus dengan landasan hadis-hadis 

Nabi Saw al-„Imrānī menetapkan hukuman mati bagi pelaku riddah, penulis 

memahami bahwa dua dalil yang digunakan oleh Al-„Imrānī, yakni al-Qur‟an 

sebagai dasar umum dan Hadis bersifat penjelasn husus, bisa disebut bayan 

Taẖsis Ám. 

                                                           
9
 Abū Bakar al-Baīhaqī, al-Sunan al-Ṣaghīr, Pakistan: Jāmi‟ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 

Juz III, Cet. Ke-1, 1989, hal. 227. Lihat pula; Imam al-„Imrānī, Al-Bayān,,, Juz XII, hal. 42.   
10

 Imam al-Imrānī, Al-Bayān,,Juz XII, hal. 43. 
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Bayān dalam arti bahasa adalah penjelasan. Secara Istilah Bayān adalah 

mengeluarkan sesuatu yang bersifat tidak jelas menuju sifat yang jelas. Rukun 

bayān ada 3 yaitu: Pertama Mubayyan  adalah dalil mujmal dan ḋahir, kedua 

mubayyan lahu adalah orang mukallaf yang terkena khitāb, ketiga mubayyin 

adalah yang menjelaskan.
11

 Sedangkan yang dimaksud dengan bayan Taẖsis Ám 

adalah pengkhususan suatu masalah dari makna umum ayat, maksudnya disini 

adalah Hadis dan Sunnah berfungsi mengkhususkan keumuman makna yang 

sebutkan al-Quran.
12

 

Dalam ayat tersebut (surah al-Baqarah ayat 217) M. Quraish Shihab 

dalam tafsirnya al-Mishbah menafsirkan ada dua akibat dari kemurtadan dalam 

ayat tersebut, pertama pelaku murtad amalnya di dunia akan sia-sia, kedua ia 

akan kekal didalam neraka, tetapi murtad yang dimaksud dalam ayat ini adalah 

jika murtadnya berkelanjutan sampai mati, apabila pelaku murtad bertaubat 

maka amalnya tidak akan terhapus dan taubatnya diterima.
13

 

Istinbat hukum yang pertama tersebut diatas hanya menjelaskan 

hukuman di akhirat. Hukuman tersebut akan berlaku apabila kemurtadannya 

dilakukan secara berlanjut sampai mati. Istinbat hukum kedua yaitu hadis, 

apabila dilihat dari segi matan hadisnya seperti apa yang tertulis dalam pendapat 

al-Imrānī, yaitu hukuman riddah tidak akan diberikan kepada pelaku yang 

                                                           
11

 Darul Azka dkk, Jam‟u Al-Jawāmῑ‟, Lirboyo: Santri Pres, Cet. Ke-1, 2014, hal 69 
12

 Ramli Abdul Wahid, Studi Ilmu Hadits, Medan: Citapustaka Media Perintis, Cet. Ke-3, 

2011, hal. 32. 
13

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Tanggerang: Lentera Hati, Jilid 2, 2007, hal. 562 
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belum dewasa, orang gila dan tidak kehendak sendiri. Artinya, al-Imrānī 

berpegang pada hadis tersebut dan memakai berdasarkan keumuman teks dalam 

hadis tersebut, karena esensi dari pada hadis tersebut bukan secara khusus 

menjelaskan tentang riddah. 

Syari‟at Islam memberlakukan suatu hukuman tentunya melihat dari 

berbagai sudut pandang, yang pada pokoknya hukuman yang akan disyariatkan 

haruslah menjuru kepada kemanfaatan dan kemahdaratan dari hukuman 

tersebut. Maka dalam syari‟ah Islam, suatu hukuman haruslah selaras dengan 

maqasyid syari‟ah, yaitu maksud atau tujuan disyariatkannya suatu hukum 

dalam Islam. Misi terbesar dari tujuan disyariatkannya hukum yaitu menarik 

kemanfaatan dan menolak kemafsadatan. Sebelum masuk kedalam persoalan 

riddah, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang 

mempengaruhi perubahan atau perbedaan hukum diantaranya yaitu :
14

 

1. Pengaruh lingkungan 

Perbedaan lingkungan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 

hukum-hukum syara‟. Mungkin suatu contoh praktis yang dapat 

dikemukakan dalam sejarah pertumbuhan dan terjadinya perubahan dalam 

fikih, guna menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap hukum-hukum 

syari‟at, yaitu apa yang dialami oleh Imam Syafi‟i ketika beliau pergi 

merantau dari Baghdad ke Mesir, karena banyak sekali pendapat-

                                                           
14

 Moh Khasan “Kedudukan Maqasid al-Syari‟ah dalam Pembaharuan Hukum Islam”, 

Dimas, Vol. 8 No. 2 Tahun 2008. 
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pendapatnya dalam bidang fikih yang dirubahnya, hingga ia mempunyai 

madzhab baru yang berbeda dengan madzhab lama yang dianutnya di Irak. 

Yang berubah itu hanyalah lingkungan baru di masyarakat Mesir yang 

menyebabkan perubahan besar dalam pendapat (fatwa) dan hasil-hasil 

ijtihadnya, sehingga dikenal ada qaul al-qadîm dan qaul al-jadîd. 

2. Pertimbangan kepentingan umum (maslahat) 

Kenyataannya orang yang mendalami penyelidikan tentang syariat 

Islam akan menyadari betapa maslahat umum itu menempati kedudukan 

penting dan menonjol didalamnya. 

Semua hukum-hukum ibadah haruslah berdasarkan kepentingan umum 

yang dikehendaki Allah bagi masyarakat. Menjadi kewajiban bagi ahli-ahli 

hukum untuk menyelidiki dan mengenal maslahat tersebut. Mengenai hal  ini 

Ibnu al-Qayyim mengatakan: “Syariat itu sendi dasarnya ialah kebaikan dan 

kepentingan hamba, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Semua 

merupakan keadilan dan rahmat, kebaikan serta maslahat. Maka setiap 

masalah yang beralih dari keadilan kepada manfaat menjadi percuma dan sia-

sia, tidaklah termasuk syariat walaupun dimuatkan ke dalamnya secara 

takwil. 

3. Adat istiadat 

Di samping fukaha yang berpendapat kemungkinan untuk merubah 

hukum syariat yang dikandung oleh nas-nas al-Qur‟an atau sunnah bila 

diperlukan oleh maslahat, ada pula sebagian ahli hukum yang menyatakan 
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dapatnya dilakukan perubahan hukum bila adat atau kebiasaan berubah. 

Argumentasi mereka adalah karena nas agama itu diturunkan berdasarkan 

kebiasaan di masa yang lalu. Di antara orang-orang terkemuka yang 

berpendapat seperti itu adalah ialah Imam Abu Yusuf dari golongan Hanafi, 

seorang hakim tertinggi di kota Baghdad yang mengatakan bolehnya 

meninggalkan nas dan mengikuti kebiasaan, jika ia merupakan dasar yang 

diperhatikan dalam nash tersebut. Sebagai contoh adalah praktek Abu Yusuf 

yang telah merubah hukum yang berasal dari hadits Nabi, berdasarkan 

pertimbangan bahwa padi itu termasuk barang-barang yang ditimbang. Dari 

itu hendaklah hukum berubah karena berubahnya adat. 

4. Illat dan hikmah 

Ulama-ulama ahli ushul fikih telah mengatakan bahwa: “Hukum itu 

tergantung kepada illat atau sebab, apakah dijumpai atau tidak”. Sebagian 

diantara mereka membedakan illat dengan hikmah. Dalam perbedaan ini 

mereka mengambil contoh mengenai hukum yang membolehkan berbuka di 

bulan Ramadhan bagi musafir. Artinya illat dari hukum itu ialah perjalanan. 

Sedang hikmahnya ialah menghindarkan kesulitan. 

Hemat penulis, dari pemaparan diatas mengenai hal-hal yang 

mempengaruhi perubahan atau perbedaan penetapan hukum, apabila 

penentuan hukuman riddah hanya menggunakan pertimbangan sebagaimana 

dikemukakan oleh al-Imrani, yaitu dari aspek dewasa, gila dan kehendak  

sendiri, maka menurut penulis kurang sesuai. Solusinya adalah harus 
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dipertimbangkan juga dari aspek perbuatan kemurtadan terebut, yaitu 

riddahnya secara terang-terangan dan sampai mengajak orang lain untuk 

murtad, yang demikian itulah baru dapat diberikan hukuman mati. alasannya 

adalah sebagai berikut: 

Pertama, terkait dengan pertimbangan kepentingan umum, artinya, 

apabila pelaku riddah yang riddahnya secara terang-terangan dan sampai 

mengajak orang lain bahkan memerangi umat Islam itu tidak di tindak 

hukuman bunuh, maka akan menimbulkan kekacauan terhadap umat Islam 

dan akan menghalangi dakwah Islam. 

Kedua, terkait dengan illat dan hikmah, dalam kasus riddah, yang 

menjadi illat atau sebab harus dihukum bunuh bagi pelaku riddah yaitu 

menyebarkan kemurtadan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip 

syari‟at Islam khususnya untuk berdakwah atau syi‟ar. Dan hikmahnya 

adalah mencegah pelaku riddah untuk mengajak dan atau bahkan memerangi 

uamat Islam. Dengan begitu maka sejalan dengan prinsip maqasid syari‟ah 

atau tujuan disyari‟atkannya hukum, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak 

kemafsadatan. 
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B. Relevansi Pendapat Al-Imrānī tentang Hukuman Bagi Pelaku Riddah 

dengan Kebebasan Beragama. 

Salah satu dikebumikannya al-Qur‟an adalah untuk menegaskan 

keberadaan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan segala anugerah yang 

telah diberikan. Sehingga dirasa wajar jika al-Qur‟an mencela sekelompok 

manusia yang merendahkan jati dirinya dengan menyembah pada selain-Nya. 

Dalam al-Qur‟an surah al-Fusilat ayat 37 Dia mengancam : 

تِ   يَِّ وَمِ   نَّْ َّ  لِلّ َِّ وَاسْ   جُدُوا للِْقَمَ   رَِّ وَلََّ للِش    مْسَّ تَسْ   جُدُوا لََّ وَالْقَمَ   رَّ وَالش    مْسَّ وَالو  هَ   ارَُّ الل يْ   لَُّ آ

 ِِ تُمَّْ إِنَّْ خَلَقَهُن َّ ال  ىَُّ كُو ْ  ّ  .تَ عْبُدُونَّ إِ

Artinya: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, 

matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari maupun 

bulan, tetapi bersujudlah kepada  Allah yang menciptakannya, jika 

kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (Q.s al-Fusilat: 37).
15

 

 

Namun demikian perbedaan agama bukan merupakan jembatan 

legalitas bermusuhan. Secara tegas Islam mengakui eksistensi komunitas non 

muslim sebagai komunitas yang menjaga tuntunan kepercayaan mereka, sebab 

pada dasarnya Tuhan menghiasi setiap amal perbuatan dari masing-masing 

komunias sehingga mereka menganggap hal tersebut sebagai tindakan terpuji, 

namun penilaian akhir dari setiap amal perbuatan merupakan hak prerogratif 

Tuhan di hari kiamat. 

                                                           
15

 Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra 

Semarang, 2002, hal. 481. 
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Kebebasan merupakan sebuah keleluasaan seseorang untuk melakukan 

perbuatan tertentu. Melakukan sebuah hal atas dasar paksaan berarti bukan 

termasuk kebebasan. Dalam kaitannya dengan keyakinan, kiranya tidak ada 

gunanya memaksa orang lain dalam memeluk agama tertentu jika tidak tumbuh 

dari hati nurani. Jadi “kebebasan” merupakan syarat mutlak untuk menjadikan 

Islam seseorang dianggap sah. keislaman seseorang harus berdasarkan 

ketulusan hati yang paling dalam. Tidak boleh sama sekali tercampur sedikit-

Pun dengan unsur keterpaksaan.
16

 

Dalam sejarah kepemimpinan Islam sendiri telah dikenal sejak lama 

kebebasan dalam beragama. Rasulullah Saw melindungi hak kebebasan 

keyakinan di era kepemimpinann-Nya. Piagam Madinah dalam salah satu 

pasal-Nya meneyebutkan “Yahudi Bani Auf merupakan satu golongan beserta 

kaum muslimin. Bagi Yahudi agama mereka, bagi kaum muslimin agama 

mereka. Kecuali bagi yang dzalim dan berdosa. Maka tidak lain mereka 

merusak dirinya dan keluarganya”. Perjanjian damai Amr bin al-Ash dengan 

kaum Qibti pasca penaklukan Mesir menyatakan “Ini adalah janji yang 

diberikan Amr bin al-Ash bagi penduduk Mesir. Yaitu jaminan keselamatan 

bagi jiwa, harta, gereja salib, lautan dan daratan mereka. Tidak sedikitpun 

keamanannya akan ternoda”. Salah satu surat khalifah Umar bin al-Khattab 

untuk penduduk Palestina (Bait al-Maqdis) menyebutkan “Ini adalah 

                                                           
16

 Wahbah al-Zuhaili, Ḥaqq al-Ḥurrīyyah fī al-„Ālam, Bairut: Dāru al-Fikr, 2000, hal. 137 

dalam M. Subhan dkk, Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid Al-Syari‟ah, Lirboyo Kediri: 

Pustaka Mujtaba Publising, 2013, hal. 61. 
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pemberian Umar- pemimpin umat Islam- bagi penduduk Palestina; berupa 

jaminan keamanan terhadap jiwa, gereja, dan salib mereka. Tidak ada paksaan 

dalam keberagamaan mereka. Tidak satupun dari mereka mendapatkan 

perlakuan negatif”.
17

 

Mengacu pada piagam Madinah, perjanjian damai Amr bin al-Ash 

dengan kaum Qibti pasca penaklukan Mesir, dan surat khalifah Umar bin al-

Khattab untuk penduduk Palestina di atas, dalam memeluk agama tertentu, 

umat manusia tidak dituntut secara paksa menyakini di luar kehendaknya, 

semuanya dianut berdasarkan hati nurani. Islam dengan membawa beberapa 

hujjah hanya berusaha untuk memberikan dan menunjukkan jalan yang lurus. 

Urusan beriman atau tidaknya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. 

Allah Swt dalam surah al-Kahfi ayat 29 berfirman : 

مِنَّْ شَاءََّ فَمَنَّْ ربَِّكُمَّْ مِنَّْ الْْقَ َّ وَقُلَّ ْْ  بِِِ مَّْ أَحَ ا َّ نَّراً للِظ  الِمِ َّ أَعْتَ دْنَّّ إِنّ َّ فَ لْيَكْفُ رَّ شَ اءََّ وَمَ نَّْ فَ لْيُ  

 .تَ فَقًامُرَّْ وَسَاءَتَّ الش رَا َّ بئِْسَّ الْوُجُوىََّ يَشْوِ  كَالْمُهْلَّ بِاَءَّ يُ غَاثوُا يَسْتَغِيثوُا وَإِنَّْ سُرَادِقُ هَا

Artinya: Dan katakanlah “kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang 

siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa 

ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi 

orang-orang zaalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. 

Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum 

dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. 

Itulah minuman yang paling burukdan tempat istirahat yang paling 

jelek (Qs. Al-Kahfi: 29).
18

   

 

                                                           
17

 M. Subhan dkk, Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid, hal. 66-67. 
18

 Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 298. 
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Pemberlakuan hukuman bagi pelaku riddah harus melihat dari aspek 

teritorialnya juga. Artinya pemberlakuan hukum pelaku riddah tersebut harus 

mempertimbangkan keadaan tempat atau suatu negara. Apabila suatu negara 

terdiri dari berbagai macam agama dan Negara tersebut sudah sepakat 

menjamin kebebasan beragma, maka kurang sesuai apabila hukum pelaku 

riddah tersebut diterapkan.  

Seperti Negara Indonesia, yang didalamnya menjamin kebebasan 

beragama, maka hukum bunuh bagi pelaku riddah kurang sesuai apabila 

diterapkan di Indonesia. Aturan hukum mengenai pelaku riddahpun tentunya 

tidak diatur, sebagaimana dalam hukum pidana di Indonesia ada Asas legalitas 

biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin: Nullum Deliktum Nula 

Poena Sine Praevia Lege Poenali, yang berarti tiada delik tiada hukuman 

sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan 

dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang 

dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan 

wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh 

dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang 

perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tiada 

satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum 

dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu 
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belum dilakukan.
19

 Artinya pelaku riddah tidak akan dihukum karena dalam 

hukum pidana Indonesia tidak mengatur tentang perbuatan tersebut. 

Sebagaimana dalam hukum pidana positif yang menjelaskan asas 

legalitas, dalam hukum pidana Islam-pun juga ada kaidah-kaidah pokok yang 

sangat fundamen, misalnya : 

 20.الو صَّ وُرُوْدَّ قَ بْلََّ الْعُقََ ءَّ لَِْفْ عَلَّ حُكْمََّ لََّ

Artinya: Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat 

sebelum turun atau ada nas yang mengaturnya. 

 

 21.بوَِصَّ اِل َّ عُقُوْبةَََّ وَلََّ جَرِيْْةَََّ لََّ

Artinya: Tidak ada pidana (jarimah) dan tidak ada hukuman kecuali dengan 

naṣ. 

  

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari 

ketentuan Tuhan.
22

 Dalam kitab suci al-Qur‟an, Allah Swt berfirman: 

بِ َّ كُو ا وَمَا........ ِِّ ّ َّ مُعَ عَ َّ حَ  .رَسُولًَّ هَ ب ْ

Artinya: .......tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang 

rasul. (Q.s. al-Isra‟: 15).
23

 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada satu perbuatan dapat 

dihukum kecuali atas kekuatan atau ketentuan hukum atau peraturan 

                                                           
19

 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-

I, 2003, hal. 10-11.  
20

 „Abd al-Qādir Aūdah, Al-Tasyrī‟ Al-Jināī Al-Islāmī, t.tp: Muassasah al-Risalah, Juz I, 

1992, hal. 115.  
21

 Ibid,. Juz I, hal. 116. 
22

 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, hal. 11.  
23

 Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 283. 
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Perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.
24

 Dengan 

demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, 

selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan Ia mempunyai kebebasan 

untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada naṣ yang 

melarangnya.
25

 Hal ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang 

terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya, karena itu 

hukum pidana harus berjalan ke depan.
26

 Sebagaimana dikemukakan oleh „Abd 

al-Qādir Aūdah dalam kitabnya al-Tasyrī‟ al-Jināī al-Islāmī, Ia mengatakan 

bahwa: 

.اَلْْوَِاِِيَّ الت شْريِْعَّ فَِّ لَرجَْعِي ةََّ
27

 

Artinya: Aturan pidana itu tidaklah berlaku surut. 

   

Allah Swt juga berfirman dalam al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 95, 

sebagaimana berikut: 

تَقِمَُّ عَادََّ وَمَنَّْ سَلَفَّ عَم ا اللّ َُّ عَفَا........  .اهتِْقَامَّ ذُو عَزيِز َّ وَاللّ َُّ مِوْيَُّ اللّ َُّ فَ يَ و ْ

 

Artinya: .....Allah Telah memaafkan apa yang telah lalu. dan barang siapa yang 

kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan 

Allah Mahaperkasa, memilki (kekuasaan untuk) menyiksa. (Q.s al-

Ma‟idah: 95).
28

 

 

                                                           
24

 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-X, 2002, hal. 117.  
25

 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 

1993, hal. 58. 
26

 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, hal. 12. 
27

 „Abd al-Qādir Aūdah, Al-Tasyrī‟ Al-Jināī Al-Islāmī, Juz I, hal. 262.  
28

 Al-Qur‟an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 123. 
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Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt memaafkan segala 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia sebelum ada aturan baru yang 

menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut termasuk perbuatan jarimah
29

 atau 

maksiat, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam itu tidak berlaku 

surut.
30

 

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan hudud.
31

 

Pelanggarnya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga 

diterapkan bagi kejahatan qiṣāṣ dan diyat dengan diletakkannya prosedur 

khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku 

sepenuhnya bagi kedua kategori di atas.
32

 Mekipun hukum pidana Islam tidak 

berlaku surut dengan adanya kaidah-kaidah di atas, bukan berarti bahwa semua 

kasus yang tidak ada naṣ-Nya (teks) hukum serta sanksi hukumnya tidak dapat 

dijatuhi hukuman. Karena dalam hukum pidana Islam dikenal istilah ta‟zir.
33

 

dimana ketentuan hukum dan sanksi atas suatu perbuatan atau jarimah yang 

                                                           
29

 Menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan 

jarimah sebagai perbuatan-prbuatan yang dilarang syara‟ yang diancam oleh Allah dengan 

hukuman had atau ta‟zir. Lihat: Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar 

Grafika, Cet. Ke-II, 2005, hal. 9. 
30

 Eceng Arif Faizal dkk, Kaidah Fikih Jinazah, Asas-asas Hukum Pidana Islam, 

Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet. Ke-I, 2004, hal. 52. 
31

 Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Sedangakn pengertian 

hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟ dan menjadi hak Allah (hak 

masyarakat). Lihat dalam: Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. 17.   
32

 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, hal. 11. 
33

 Ta‟zir menurut bahasa adalah ta‟dib artinya memberi pelajaran. Sedangkan menurut 

istilah ialah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya 

oleh syara‟. Lihat dalam: Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. 11. 
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tidak ada ketentuan naṣ-Nya diserahkan kepada penguasa (ūlil amri) yang 

berkuasa pada saat itu.
34

 

Dalam konteks hukum negara, hukuman mati bagi pelaku riddah 

bertentangan dalam prinsip HAM (Hak Asasi Manusia), dalam UUD 1945 

menyatakan bahwa: setiap orang berhak memeluk dan beribadat menurut 

agamanya.
35

 Disini bisa ditarik pemahaman bahwa hukum Indonesia sangat 

menjaga hak asasi manusia yang mana hak tersebut merupakan hak individu 

yang dibawa setiap manusia sejak lahir, bagi siapapun bahkan negara tidak bisa 

mengintervensi seseorang dalam memeluk agama tertentu. 

Kebebasan dalam memeluk agama juga diatur dalam hukum 

internasional, dunia mengakui konversi agama sebagai salah satu kebebasan 

beragama. Hal ini dikukuhkan dalam pasal 18 Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR).
36

 Deklarasi HAM yang diinisiasi oleh PBB yang berlaku luas 

bagi negara dibawah PBB bertujuan meningkatkan kesadaran untuk menjaga 

hak kebebasan dan kemerdekaan setiap Individu di seluruh dunia. 

Indonesia dengan keberagaman dan sosio-kultur sekarang ini yang lebih 

modern, dalam melihat permasalahan murtad dengan menjatuhkan hukuman 

                                                           
34

 Juhaya S Praja dkk, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: 

Angkasa, 1993, hal. 84. 
35

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

BAB XA Pasal 28 E Ayat 1. 
36

 “Setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam pemikiran, nurani, dan agama; hak ini 

meliputi kebebasan untuk merubah agamanya atau kenyakinannya dan bebas untuk menyatakan 

ajaran, praktek, ibadah, dan peranyaan agama baik secara sendiri atau bersama-sama dengan orang 

lain baik dalam wilayah public atau individu”. Lihat. Baron F. Van Asbeck (ed.), The Universal 

Declaration of Human Rights and Its Predessesor (1679-1948), Leiden: E.J. Brill, 1949, hal. 95. 
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mati seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imrānī tidaklah tepat tanpa 

adanya sebuah tindakan pidana yang menyertai kemurtadan seseorang, 

sehingga yang menjadi sebab hukuman mati bukanlah berpindahnya agama 

namun tindakan yang menyertainya yaitu tindakan yang mengancam keamanan 

negara ataupun tindakan yang mengganggu kerukunan dalam bermasyarakat. 

Kebebasan beragama dengan segala implikasinya telah diakui Islam 

sejak dulu. Tidak ada paksaaan dalam Islam terkait urusan memeluk agama. 

Islam hanya mengarahkan ke mana manusia harus melangkah, demi 

keselamatan di hari pembalasan kelak. Karena itu, Islam tidak membenarkan 

berbagai macam tindak anrkhis dalam urusan berdakwah.    
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang hukuman bagi pelaku riddah 

menurut Imām al-„Imrānī serta relevansinya dengan kebebasan beragama, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada prinsipnya al-„Imrānī mengakui keberadaan kebebasan beragama. 

Pandangan kebebasan beragama tersebut berdampak pada ketidakbolehannya 

(tidak sah) seseorang memaksa seorang kafir zimmi untuk memeluk agama 

Islam. Meskipun demikian, bukan berarti “agama Islam“ menutup mata 

sehingga tidak memberikan apresiasi terhadap seseorang yang memeluk “agama 

Islam”. Pemaksaan seorang terhadap seorang yang berstatus kafir harbi, bahkan 

seorang yang murtad tetap mendapatkan apresiasi, yakni keislaman mereka 

(pelaku murtad dan kafir harbi) dapat diterimanya “sah keislaman mereka 

berdua”. Dari sini dapat terlihat bagaimana Al-„Imrānī membedakan “paksaan” 

memeluk agama Islam bagi kafir harbi, kafir zimmi dan seorang yang 

sebelumnya telah memeluk agama Islam. Karena menurutnya paksaan terhadap 

kafir harbi dan pelaku riddah yang sebelumnya telah memeluk agama Islam 

merupakan tindakan yang hak, yakni memberikan petunjuk pada kebaikan 

(agama Islam). Hukuman bagi pelaku riddah ialah dipidana mati. Hukuman 

mati ini tidak langsung diterapkannya, tetapi pelakunya diberi waktu tiga hari 
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untuk bertaubat kembali untuk memeluk agama Islam kembali. Jika enggan, 

maka hukuman mati dapat diterapkannya dengan syarat pelakunya telah dewasa 

“baligh”, berakal sehat, serta atas kehendaknya sendiri dan bukan paksaan dari 

dari luar. Pendapatnya tersebut didasarkan atas beberapa hadis yang Ia kutip; 

diantaranya‟; pertama, ََِلَ كعدََلإكَْاَِلهَِ  ك ََ ك  ٌ ()رَجُل  yaitu seorang pria yang keluar dari 

agama Islam setelah ia memeluknya; kedua, (كعَلإََ كيَِهَل كُقَلُلَوُ ُ  ُك َْ  yaitu seorang (َ ل

yang mengganti agamanya, maka bunuhlah; ketiga, (ََهِلِ ََكقَلُلَوُ َُ  ُك كيِ َْ كرَجَلَ كنَل َْ  (أنََكَ ل

yaitu barangsiapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia; dan 

keempat, ( اَللهَإُنكقَللَنَِكرَجَدَللقَكَ َِْ كلُك ِ َْ وِ َللقكَأنََكَدَُللَ َ كنَ هََاَللُكس ) yaitu Nabi menyuruh para 

sahabat untuk mengajaknya bertaubat. Apaliba ia bertaubat, maka biarkan, 

tetapi jika ia tidak bertaubat maka bunuhlah. Hadis-hadis tersebut mengarah 

pada hukuman mati bagi pelaku riddah, baik laki-laki maupun perempuan. 

2. Di Indonesia sendiri kurang sesuai apabila diterapkan hukuman riddah. Karena 

didalamnya menjamin kebebasan beragama, bertentangan dengan prinsip HAM 

(Hak Asasi Manusia), dalam UUD 1945 menyatakan bahwa: setiap orang 

berhak memeluk dan beribadat menurut agamanya, bertentangan dengan hukum 

internasional, Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

disebutkan “Setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam pemikiran, nurani, dan 

agama; hak ini meliputi kebebasan untuk merubah agamanya atau kenyakinannya dan 

bebas untuk menyatakan ajaran, praktek, ibadah, dan peranyaan agama baik secara 

sendiri atau bersama-sama dengan orang lain baik dalam wilayah public atau individu” 

dan pastinya di Indonesia tidak mengatur aturan pidana tentang riddah. 
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B. Saran-saran 

Setelah penulis menyuguhkan pendapat serta metode istinbāṭ hukum untuk 

menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku riddah sebagaimana telah penulis 

kemukakan panjang lebar. Penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Pada dasarnya UUD 1945 memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk 

bertindak, dan memeluk agamanya masing-masing.  

2. Di dunia medsos banyak dijumpai penistaan agama yang dilakukan oleh orang-

orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, di FB baru-baru ini ada gambar 

anjing yang bersorban dan disebut Nabi Muhammad saw. Pembakaran bendera 

pada perayaan “Hari Santri Nasional” tanggal 21 Oktober 2018 yang berujung 

dipenjarakannya pelaku pembakaran bendera selama 10 hari karena dianggap 

menistakan agama dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin, jika hal-hal ini 

tidak diberi sanksi akan dapat mengusik kehidupan bahkan agama. Oleh sebab 

itu, perlu kiranya pemerintah memberikan saknsi jelas bagi tindakan-tindakan 

yang demikian. 

3. Pemberlakuan pidana mati bagi pelaku riddah pada zaman dahulu bukan tanpa 

alasan. Di zaman sekarang ini, jika memang kemurtadan meraja lela atau dengan 

mengajak-ajak orang lain dan tidak bisa dihentikan kecuali dengan hukuman 

mati. Tidak ada salahnya, pemerintah memberlakukan hukuman mati bagi pelaku 

riddah sebagaimana hukuman mati bagi bom bunuh diri dan pengedar narkoba 

yang telah diterapkan di Indonesia.   
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C. Kata Penutup 

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam 

ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih 

kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, 

serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang 

sederhana ini. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada 

kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, 

bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca 

pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah 

milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan 

pertolongan. 
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